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A. Latar Belakang Masalah 
Perlu disadari bahwa pemikiran mengenai pengaturan negara didasarkan 
pada perlu ditegakkannya suatu tata tertib tertentu di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pemerintah suatu negara berkewajiban untuk memelihara 
ketertiban umum, menjaga agar masyarakat dalam keadaan aman dan damai. 
Untuk menciptakan itu semua maka pemerintah harus menegakkan tata tertib 
hukum di wilayahnya. Karena menurut pandangan orang jawa, tidak akan 
menggangap negara telah  memenuhi kewajiban-kewajiban bila tidak mendorong 
suatu ketentraman, kedamaian maupun ketenangan hati serta mewujudkan tata 
tertib formal seperti peraturan negara. Dengan terwujudnya hal tersebut barulah 
tercapai suatu negara yang benar-benar selaras dan harmonis.1 
Pertama kali di Mataram diadakan perubahan di dalam tata hukum di 
bawah pengaruh Islam oleh Sultan Agung yang dikenal sebagai raja yang alim 
dan mejunjung tinggi agamanya. Perubahan itu pertama-tama diwujudkan khusus 
dalam pengadilan yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan jaman Mataram 
merupakan pengadilan yang didasarkan pada hukum Islam yang mengambil 
tempat persidangan di Sittinggil atau juga di serambi masjid. Perkara-perkara 
kejahatan yang menjadi urusan pengadilan itu dinamakan kisas.  
                                                 
1 Mr. R.Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradanya Paramita, 
1978), hal., 17-19. 
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Kraton Surakarta sebagai bentuk kerajaan, memiliki sebuah stuktur 
pemerintahan yang tersusun atas beberapa lembaga di antaranya adalah lembaga 
peradilan. Secara kelembagaan pengadilan kraton merupakan lembaga yang 
memberikan kontribusi dalam menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan 
ketertiban di wilayah Kasunanan Surakarta. Selain itu sistem peradilan kraton 
adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran dan tindak kejahatan yang dapat mengancam eksistensi Raja. 
Sejak masa Mataram di Kartasura sampai pindahnya kraton ke Surakarta, 
sudah ada campur tangan dari pemerintah Belanda dalam sistem peradilan dalam 
pemerintahan Kasunanan Surakarta. Perkembangan selanjutnya menunjukkan 
penetrasi pemerintah Belanda ke dalam persoalan intern kraton membawa 
perubahan dalam tata peradilan  dan tata hukum kraton. Pemerintah Belanda 
berupaya memaksakan rencana reorganisasi terhadap sistem peradilan dengan 
maksud supaya pemerintah kraton menyetujui perubahan baik dalam kelembagaan 
maupun pranata hukumnya. 
Menurut sejarahnya, sistem peradilan di Kasunanan Surakarta banyak 
mengalami perubahan sejak menguatnya penetrasi dari sistem pemerintah Belanda 
yang semakin intensif. Reorganisasi sistem peradilan dilakukan pemerintah 
Belanda secara bertahap. Hal ini menyebabkan kebijaksanaan Sunan banyak 
dipengaruhi oleh peraturan dari pemerintah Belanda. Meskipun demikian, 
legitimasi Sunan masih tetap terjaga di mata rakyatnya. Intervansi pemerintah 
Belanda terhadap sistem peradilan menjadikan Sunan hanya sebagai sebuah 
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simbol. Pemerintah Belanda bertindak sebagai pengendali kekuasaan di wilayah 
Kasunanan Surakarta. 
Larson mengatakan, bahwa situasi politik Kasunanan sangat dipengaruhi 
oleh sikap dari pihak Kasunanan sendiri terhadap pemerintah Belanda, 
Mangkunegaran, penduduk dan wilayah di luar kerajaan.2 Bila dirunut sejarahnya, 
reorganisasi sistem peradilan di Kasunanan sudah terjadi sejak masa pemerintahan 
Pakubuwana II (1726-1749). Di mana seluruh daerah Mataram masuk ke dalam 
wilayah kekuasaan pemerintah Belanda. Akibatnya Mataram bukan hanya 
kehilangan wilayahnya tetapi juga harus tunduk pada peraturan-peraturan 
pemerintah Belanda termasuk mengenai sistem peradilan. 
Meskipun sistem peradilan di Kasunanan Surakarta harus menaati 
peraturan pada pemerintah Belanda, namun bukan berarti seluruh sistem dan tata 
cara peradilan mengalami perubahan total. Masyarakat Jawa terbiasa 
menggunakan cara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perkara-perkara 
ringan. Sikap kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara yang dimiliki 
masyarakat jawa, bukan berarti mereka tidak membutuhkan lembaga pengadilan 
untuk menyelesaikan suatu masalah. Lembaga pengadilan dimanfaatkan apabila 
suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah.3 
Pada masa pemerintahan Pakubuwana III(1749-1788) dan masa 
pemerintahan Pakubuwana IV(1788-1820) sistem peradilan masih berjalan di 
bawah peraturan pemerintah Belanda. Sedangkan masa pemerintahan 
                                                 
2 G. D Larson,  Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 
(Yogyakarta: UGM Press, 1989), hal., 5. 
 
3 T. Roorda, Wetten de Nawala Pradata, de Angger Sadasa, de Angger Ageng, de Angger 
Gunung, de Angger Aru Biru, (Amsterdam: Muler, 1844), hal., 4. 
 5 
Pakubuwana V(1820-1823) dan masa  pemerintahan Pakubuwana VI(1823-1830) 
masih tetap seperti masa sebelumnya. Tidak adanya perubahan peradilan  yang 
signifikan pada  waktu itu, karena Sunan tidak sempat memikirkan perbaikan 
dalam pemerintahan mereka. Selain disebabkan oleh singkatnya masa 
pemerintahan juga karena kondisi politik saat itu tidak mendukung untuk 
memperbaiki  pemerintahan akibat dari munculnya pemberontakan yang terjadi di 
Kasunanan. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada masa pemerintahan 
Pakubuwana VII(1830-1858). Pada waktu itu sistem pengadilan tradisional 
berubah seiring dengan reorganisasi yang dilakukan pemerintah Belanda. 
Perubahan tersebut mengakibatkan muncul beberapa pengadilan di wilayah 
Kasunanan termasuk adanya pengadilan pradata. 
Sistem peradilan di Kasunanan Surakarta mengalami banyak perubahan 
seiring dengan perubahan pembagian wilayah kerajaan Mataram. Tiap-tiap daerah 
Vorstelanden memiliki pengadilan sendiri-sendiri. Kerajaan Mataram mendapat 
pengaruh hukum barat  pada tahun 1709 melalui perjanjian  dengan pemerintah 
Belanda. Dalam perjanjian tersebut Sunan harus menyerahkan pelaksanaan 
pengadilan dan tanah di sebelah timur gunung merapi dan merbabu kepada 
pemerintah Belanda.4 
Sunan Pakubuwana VII(1830-1858) pada tahun 1847 menandatangani 
perjanjian dengan pemerintah Belanda  sebelum naik tahta. Dalam perjanjian 
tersebut  dinyatakan bahwa Sunan menyetujui perubahan yang akan dilakukan 
oleh Gubermen dalam rangka memperbaiki kepolisian dan pengadilan  yang 
                                                 
4 Serat Perjanjian Dalem Nata, ( Surakarta: Radya Pustaka, 1940), hal., 19.  
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diketuai oleh Residen. Usaha itu dilakukan untuk kebahagian dan kesejahteraan 
rakyat sesuai dalam perjanjian, serta Sunan mengangkat atau menggantikan bupati 
dengan persetujuan dari Residen.5 Perjanjian tahun 1847 itu antara lain disebutkan 
bahwa kekuasaan pengadilan atas orang-orang bumi putera berada di tangan 
Sunan tetapi dalam kenyataanya pemerintah Belanda yang berkuasa. Hal itu dapat 
dilihat  dari pelaksanaan proses pengadilan sampai dengan pemberian hukuman 
yang hampir seluruhnya  harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
Belanda. 
Dalam perkembangannya pengadilan Pradata mendapat pelimpahan 
wewenang dan perkara setelah perjanjian  tahun 1847. Pengadilan Pradata ini juga 
dibentuk di luar Ibukota Kasunanan seperti di daerah Klaten, Ampel, Boyolali, 
Kartasura, Sragen. Pengadilan Pradata di daerah-daerah tersebut diberi otonomi 
oleh Sunan pada tahun 1847 atas desakan Residen.6   
Pengadilan Pradata merupakan pengadilan tertua di kasunanan yang 
dipimpin oleh seorang jaksa ditambah dengan mantri dan delapan seorang nayaka. 
Pengadilan ini berpedoman pada Nawala Pradata dan hukum Islam. Pengadilan 
Pradata sebagai pengadilan tertinggi berhak memutuskan tindak kejahatan kelas 
berat misalnya pembunuhan. Pada masa pemerintahan Paku Buwana IV(1788-
1820) dibentuk prajurit-prajurit pelaksana hukuman, diantaranya Nirbaya, 
                                                 
5 G. P. Rouffaer, Vorstenlanden, (Mangkunegaran: Rekso Pustaka, 1931),  hal., 61. 
 
6 Staasblad van Nederlandsch Indie,  (Mangkunegaran: Rekso Pustaka, 1847), hal., 209. 
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Martaulut dan singanagara. Tiap-tiap prajurit memiliki tugas tersendiri dalam 
melaksanakan hukuman yang disesuaikan dengan putusan pengadilan.7 
Perkembangan pengadilan Pradata hingga masa reorganisasi bidang 
hukum  di mulai pada awal pemerintahan Pakubuwana X(1893-1939). 
Pemerintahan Hindia-Belanda mengakui bahwa usahanya menggeser kekuasaan 
pribumi dalam bidang kepolisian dan pengadilan pada masa pemerintahan 
Pakubuwana IX(1861-1893) berjalan tidak lancar. Berdasarkan pengalaman pahit 
ini, pemerintah Hindia-Belanda berusaha agar Raja baru pengganti Pakubuwana 
IX, bersedia untuk tunduk sepenuhnya pada tindakan pemerintah, termasuk 
pembuatan peraturan baru. Untuk kepentingan ini, maka sebelum dinobatkan 
menjadi Raja, putra mahkota diminta menandatangani suatu Verklaring yang 
dilangsungkan pada 25 Maret 1893. Peristiwa ini merupakan tradisi baru, karena 
sebelumnya Raja-raja hanya menandatangani akta perjanjian saja. Beberapa butir 
dalam Verklaring tersebut antara lain: 
1. Perbaikan pengadilan, kepolisian dan penyelesaiannya menurut hukum 
2. Daerah terselip (enclave) 
3. Ganti kerugian dari pemerintah 
4. Pemungutan pajak baru 
5. Penyewaan tanah kepada orang-orang Eropa 
6. Kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah yang disewa oleh 
pengusaha asing.8 
                                                 
7G. P. Rouffaer, op.cit., hal., 56. 
 
8 Darsiti Soeratman,  Kehidupan Dunia Kraton Surakarta (1830-1939),  (Yogyakarta: 
Taman Siswa, 1989), hal., 6. 
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Perbaikan pengadilan dalam butir Verklaring itulah yang membawa masa 
reorganisasi bidang hukum di Kasunanan Surakarta. Sesudah konflik dengan 
pihak Mangkunegaran mengenai soal tanah warisan dapat teratasi, sunan 
dihadapkan pada pelaksanaan butir Verklaring. Terdapatnya perbedaan penafsiran  
terhadap butir tentang pengadilan antara Sunan dan pemerintah mengakibatkan 
pelaksanaan reorganisasi peradilan kurang lancar. Sunan  menafsirkan istilah 
memperbaiki pengadilan sebagai suatu usaha untuk membuat pengadilan itu lebih 
dapat berfungsi, tanpa meninggalkan dasar-dasar pengadilan yang berlaku di 
Kasunanan pada waktu itu. Dengan cara mengadili yang dilakukan oleh abdi 
dalem Kasunanan tidak akan diganggu gugat. Sebaliknya pemerintah 
menghendaki agar Sunan menyerahkan pengadilan kepada pemerintah Hindia-
Belanda. Akibatnya hubungan antara Sunan dengan Residen menjadi tegang, akan 
tetapi atas desakan Residen agar Sunan mengikuti tuntutan itu. Pada tanggal 17 
Oktober 1901 Sunan terpaksa menandatangani perjanjian penyerahan pengadilan 
kepada Pemerintah Hindia-Belanda. 
Tampaknya kajian tentang perkembangan pengadilan Pradata dan 
eksistensinya di Kasunanan Surakarta sangat menarik diteliti di mana bidang 
hukum di Kasunanan Surakarta mengalami perubahan seiring dengan pergantian 
Raja-raja di Kasunanan sehingga akhir dari tatanan hukum di wilayah Kasunanan 
mengalami masa reorganisasi di bawah pemerintahan Belanda. Hal ini sangat 
mempengaruhi kekuasaan Kasunanan yang harus mematuhi perjanjian dengan 
pihak pemerintah Belanda. Masa reorganisasi 1901 membawa dampak bagi 
Kasunanan agar menyerahkan pengadilan kepada pemerintah Hindia-Belanda. 
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Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dalam 
mengkaji mengenai sistem peradilan di Kasunanan Surakarta menggunakan judul 
“Perkembangan Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Bidang Hukum Di 
Kasunanan Surakarta Tahun 1893-1903” 
 
B. Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
 1. Bagaimana wewenang dan peran pengadilan Pradata sebelum 
reorganisasi bidang hukum di Kasunanan Surakarta? 
 2. Bagaimana perkembangan pengadilan Pradata sejak diberlakukannya 
hukum kolonial di Kasunanan Surakarta? 
3. Bagaimana pengadilan Pradata dalam menyelesaikan perkara-perkara   
hukum setelah masa reorganisasi bidang hukum di wilayah Kasunanan 
Surakarta?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Mengetahui wewenang dan peran pengadilan Pradata sebelum 
reorganisasi bidang hukum di Kasunanan Surakarta. 
2.  Mengetahui perkembangan pengadilan Pradata sejak diberlakukannya       
hukum kolonial di Kasunanan Surakarta. 
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3.  Mengetahui  pengadilan Pradata dalam menyelesaikan perkara-
perkara   hukum setelah masa reorganisasi bidang hukum di wilayah 
Kasunanan Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Praktis 
Dengan penelitian ini, akan diperoleh deskripsi tentang penelitian sejarah 
pengadilan di surakarta. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjawab masalah 
dan memberikan manfaat yang berhubungan dengan masalah bidang hukum 
khususnya dalam lingkup Kasunanan dan Surakarta pada umumnya. 
2. Akademis 
Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah khasanah 
keilmuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu sejarah, dan dapat 
digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi  perkembangan ilmu sejarah 
khususnya sejarah lokal. 
E. Kajian pustaka 
Kajian pustaka merupakan kumpulan buku-buku yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. Penggunaan pustaka ini sangat penting karena membantu 
memudahkan penulisan serta untuk melengkapi data-data yang kurang di 
lapangan. Dalam kajian pustaka ini ada beberapa buku yang digunakan yaitu: 
Buku yang berjudul Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa 
Lampau (Studi tentang masa Mataram II Abad XVI sampai XIX) (1985) karya  
Soemarsaid Murtono menjelaskan tentang kedudukan raja dan seni bina negara di  
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masa lampau dari segi  magis-religius (identifikasi dewa-raja). Buku ini sangat 
membantu untuk  melihat pemerintahan di jawa dari segi teknis yaitu Birokrasi 
dan Struktur pemerintahan, dan dari segi ekonomis yaitu pembiayaan negara. 
Dalam satu bab juga mengkaji perhatian raja terhadap sistem pengadilan di 
Kasunanan Surakarta sebagai kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam yang 
memberlakukan hukum-hukum islam. 
Skripsi karya Sugiarti yang berjudul Pengadilan Surambi Pasca Palihan 
Nagari (2004). Dalam skripsi ini dijelaskan perkembangan peradilan di 
Kasunanan Surakarta yang dimulai pada masa Mataram sampai pindahnya Kraton 
ke Surakarta. Perkembangan peradilan di Surakarta di mulai pada Pakubuwana II 
(1726-1749) terdapat dua pengadilan Surambi dan pengadilan Pradoto. Sistem 
peradilan menggunakan dasar hukum Islam yaitu hukuman Kisas. Selanjutnya 
peradilan di Kasunanan terus berkembang dan mengalami perubahan pada masa 
Pakubuwana VII(1830-1858) sebagai pengaruh masuknya administrasi Kolonial 
pada tahun 1847 yang mengakibatkan munculnya beberapa pengadilan di 
Kasunanan yaitu pengadilan Balemangu dan Kadipaten Anom. Masuknya 
pengaruh Kolonial mengharuskan pemberlakuan dasar hukum menurut 
Pemerintahan Belanda yang mana sistem pelaksanaan pengadilan di Kasunanan 
harus seijin dari pemerintah Belanda. Dalam Skripsi tersebut juga dijelaskan 
macam-macam peradilan di Kasunanan serta pelaksanaan perkara-perkara dalam 
peradilan. 
Buku penelitian Karya Riyanto yang berjudul Hukum dan Peradilan di 
Praja Kejawen (1996) yang menjelaskan tentang perkembangan peradilan di 
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Kasunanan serta Kasultanan Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan juga tentang 
perkembangan pengadilan Pradata serta jenis-jenis hukuman yang dijalankan 
pengadilan Pradata. Setelah masuknya pola hukum kolonial yang mengharuskan 
dasar-dasar dalam pelaksanaan pengadilan di Kasunanan pengadilan Pradata harus 
mengikuti aturan dan dasar dalam menangani kasu-kasus pelanggaran di 
Kasunanan. Masuknya pola hukum kolonial menyebabkan pengadilan Pradata 
dalam pelaksanaan hukuman ditentukan oleh Residen serta pembatasan kekuasaan 
wilayah hukum yang mana pengadilan Pradata hanya berhak mengadili di wilayah 
Kasunanan untuk wilayah luar Kasunanan hak mengadili diserahkan oleh 
pengadilan Gubernemen. 
Buku Receptio Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam) 
(1982) karya Sajuti Thalib. Dalam buku ini dijelaskan sejarah perkembangan 
hukum di Indonesia. Bahwa hukum islam pernah ada dalam kenyataan untuk 
suatu masa yang lama yang kemudian bercampur dengan hukum adat yang ada. 
Dalam perkembangannya itu hukum islam tergeser posisinya oleh hukum barat. 
Buku karya Radjiman yang berjudul Sejarah Mataram Kartasura sampai 
Surakarta Hadiningrat (1982). Dalam buku ini menjelaskan tentang awal mula 
berdirinya Kerajaan Kasunanan beserta sistem birokrasi pemerintahan Kasunanan. 
Dalam penjelasannya Kerajaan Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan yang 
tidak lepas dari sistem hukum dan peradilan. Sistem pemerintahan yang 
dijalankan berada ditangan seorang Raja dan Raja mengangkat para pejabat 
kerajaan untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu bentuk pemerintahan adalah 
menjalankan norma hukum demi keamanan Kerajaan. Dalam buku ini dijelaskan 
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beberapa lembaga pengadilan yaitu Surambi, Pradata, Kadipaten Anom, dan 
Balemangu. Sistem peradilan berkembang dan mengalami perubahan karena 
pengaruh hukum kolonial yang sangat kuat. Perubahan itu terjadi pada masa 
Pakubuwana X (1893-1939) sistem peradilan mengalami reorganisasi akibat 
perjanjian antara Pakubuwana X dengan Pemerintah Belanda untuk menjalankan 
peradilan dengan syarat dasar hukum yang digunakan hukum barat. 
Buku karya T. Roorda yang berjudul Javaansch Wetten de Nawala 
Pradata, de Angger Sadasa, de Angger Ageng, de Angger Gunung, de Angger Aru 
Biru (1844). Buku ini terdiri dari beberapa bab yang terbagi dalam pasal-pasal 
yang berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati rakyat Kasunanan. Dalam buku 
ini juga memuat tata cara menjalankan pengadilan dan tata cara pelaksanaan 
hukumannya. 
Buku yang berjudul Almanak Narpawandawa (1929) karya Soepardi 
Padisupatra. Dalam buku ini menjelaskan macam-macam pengadilan di 
Kasunanan Surakarta pada reorganisasi bidang hukum. Pada masa  pemerintahan 
Pakubuwana IV yang mana sistem pengadilan mengalami penurunan akibat 
banyaknya perselisihan antara Kasunanan dengan Kasultanan sehingga dalam 
perkembangannya pengadilan mengalami reorganisasi masa pemerintahan 
Pakubuwana X sebagai akibat pengaruh kolonial yang mengharuskan tatanan 
hukum di Surakarta menggunakan dasar hukum barat. Masa reorganisasi ini 
menghasilkan penetapan pengadilan-pengadilan di Wilayah Kasunanan dan 
Kasultanan serta tata cara dan wewenang pengadilan yang ada di Kasunanan dan 
Kasultanan 
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F. Metode Penelitian 
Penelitian studi ini didasarkan pada metode sejarah. Menurut Nugroho 
Susanto, metode sejarah adalah merupakan kumpulan prinsip-prinsip atau aturan 
yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif didalam 
usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan 
suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis.9 Dari penjelasan 
tersebut, metode sejarah memiliki empat tahapan dalam proses penelitian. 
Tahap pertama adalah heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan 
sumber-sumber mengenai perkembangan pengadilan di Kasunanan Surakarta serta 
dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Hal ini dilakukan karena jenis penelitian ini adalah 
menggunakan metode historis, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber 
primer  berupa Dokumen, babad, Serat, dan arsip, maupun surat kabar yang 
sejaman dan sumber-sumber sekunder atau buku-buku referensi sebagai 
pendukung.  Dokumen, Babad, Serat dan Arsip meliputi: Kitab-kitab hukum 
dalam perkara-perkara pengadilan Pradata seperti, Serat angger nawala pradata, 
Angger Gunung, Angger Sadasa. Undang-undang Pranata Prajanjian nagari 
Surakarta, Rijksblaad Soerakarta tahun 1903, Stasblaad van Nederlandsch Indie 
tahun1847 mengenai peraturan dan wewenang pengadilan di Surakarta. Studi 
pustaka dalam penelitian ini juga mempunyai peranan penting dalam 
pengumpulan data-data sekunder yang meliputi kepustakaan, buku referensi, 
majalah serta artikel yang berhubungan dengan perkembangan pengadilan di 
Kasunanan.  Buku-buku dan sumber-sumber sekunder lain yang berhubungan 
                                                 
9 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman, (Jakarta: 
Yayasan Idayu, 1978),  hal., 11. 
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dengan topik permasalahan dan tema penelitian diperoleh dari kepustakaan di 
Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Perpustakaan Sasono 
Pustoko Kasunanan, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Tahap kedua adalah kritik sumber, terdiri dari kritik intern dan ekstern. 
Kritik intern merupakan kritik yang meliputi tulisan, kata-kata, bahasa dan analisa 
verbal serta tentang kalimat yang berguna sebagai validitas sumber atau untuk 
membuktikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya. Kritik ekstern, meliputi 
material yang digunakan guna mencapai kredibilitas sumber atau keaslian sumber 
tersebut. Dari hasil sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan kriteria, terutama kejadian atau peristiwa apa yang 
terjadi dan tahun berapa, kemudian dipilih dan diseleksi sumber-sumber yang 
akurat sehingga mendapat informasi yang akurat dan valid.10 
Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu menafsirkan 
keterangan-keterangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang 
diperoleh. Analisa data merupakan kegiatan pengklarifikasian data yang 
terkumpul dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian sehingga dapat ditemukan 
kerangka berfikir yang mendukung hipotesa kajian. Penulisan ini menganalisa 
dengan teknik analisa kualitatif, teknik setelah data terkumpul, diseleksi mana 
yang penting dan tidak penting kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan serta 
dianalisa isinya dengan mencari hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena 
pada cakupan waktu dan tempat tersebut. Dari analisa ini akan menyajikan dalam 
                                                 
10  Gotschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1978), hal., 83 
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bentuk suatu tulisan deskriptif analisis. Suatu analisa tersebut banyak menjelaskan 
dari hasil pemikiran berdasarkan data-data yang ada. 
Tahap keempat adalah historiografi yaitu menyampaikan sumber arsip 
yang telah diterjemahkan dan disusun dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan 
sejarah. Kemudian menceritakan apa yang telah ditafsirkan, menyusun fakta-fakta 
dalam suatu sintesis sebagai satu kesatuan yang utuh dengan kata-kata dan gaya 
bahasa yang baik.11 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Bab I, dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika skripsi. 
Bab II, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum  Kehidupan 
Sosial Politik di Kasunanan Surakarta. Berisi tentang Stratifikasi sosial 
masyarakat, Struktur birokrasi tradisional, dan Elit birokrasi agama di Kasunanan 
Surakarta. 
Bab III, dalam bab ini membahas mengenai Sistem Hukum dan Peradilan 
di Kasunanan Surakarta. Berisi tentang Perkembangan sistem hukum dan 
Peradilan di Kasunanan, Kewenangan Peradilan di Kasunanan serta Pengadilan di 
Kasunanan antara lain,   Pengadilan Balemangu, Pengadilan Surambi, Pengadilan 
Kadipaten Anom dan Pengadilan Pradata 
                                                 
11 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, (Jakarta: 
PT. Gramedia, 1982) hal., 58. 
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Bab IV, dalam bab ini membahas mengenai Perkembangan pengadilan 
Pradata masa reorganisasi bidang hukum  di Kasunanan Surakarta tahun 1893-
1903. Berisi tentang Masa reorganisasi Peradilan, Perkembangan pengadilan 
Pradata masa Reorganisasi Tahun 1901, Kasus-kasus yang ditangani pengadilan 
Pradata, Jenis-jenis Perkara dan Kejahatan yang ditangani Pengadilan Pradata 
masa Reorganisasi Peradilan, Peran Pengadilan Pradata di Daerah Enclave, dan 
Lembaga-lembaga Peradilan Sesudah Reorganisasi Hukum Tahun 1903 di 
Kasunanan. 
  Bab V, dalam bab ini  berisi kesimpulan dari keseluruhan pembicaraan  
yang telah dibahas. Seusai bab penutup dilanjutkan dengan disajikannya daftar 
pustaka yang memuat literatur dan lampiran yang menjadi sumber pendukung 














KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT  
DI KASUNANAN SURAKARTA 
 
A. Stratifikasi Sosial Masyarakat Di Kraton Kasunanan Surakarta 
 Stratifikasi dalam masyarakat Jawa lama dapat dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu: Raja, Bangsawan, dan Petani. Puncak feodalisme Jawa bertepatan dengan 
pengaruh Belanda yang telah merembes  bukan hanya saja dalam arti geografis, 
melainkan juga merembes ke dalam struktur masyarakat Jawa. Sepanjang zaman 
itu dapat dibedakan dalam empat tingkatan yaitu: Raja ( monarch), kepala daerah 
(propinsi), kepala desa, dan massa atau penghuni desa.12 
 Masyarakat Kasunanan Surakarta tersusun secara hierarki dan secara 
tradisional dibagi dalam tiga kelompok sosial, yaitu: 
1. Raja dan Keluarga raja (sentana dalem) 
2. Pegawai dan Pejabat Kerajaan (abdi dalem) 
3. Rakyat biasa (kawula dalem) 
Untuk menentukan posisi seseorang berada dalam kelompok  tertentu, diperlukan 
dua kriteria. Pertama prinsip kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan 
darah seseorang dengan penguasa. Kedua, posisi seseorang dalam hierarki 
birokrasi. Seseorang yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut dianggap termasuk 
                                                 
12 D. H Burger,  Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa, (Jakarta: 
Bhratara Karya Aksara,1983),  hal., 8. 
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golongan elit. Sedangkan mereka yang diluar golongan itu dianggap sebagai 
rakyat biasa.13 
1. Raja dan keluarga (sentana dalem) 
Raja berada pada tingkatan paling atas dalam hierarki Kerajaan mempunyai 
kedudukan yang sangat istimewa didalam masyarakat, khususnya masyarakat 
Jawa. Adapun peran Raja yang utama adalah untuk melindungi Kerajaan dan 
rakyatnya dengan menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia Dewa-
dewa. Raja harus memiliki kekuasaan dan wibawa yang setara dengan Dewa. 
Hubungan antara Raja dengan rakyatnya ini merupakan suatu ikatan antara 
Kawula gusti atau abdi dalem tuan yang merupakan kaitan erat. Seseorang yang 
menjadi Raja tentunya tidak sembarang orang. Ia harus berasal dari keluarga yang 
Agung. Trahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedaking andana 
warih. Yang artinya Turunan bunga, titisan madu, benih pertapa, turunan mulia 
sehingga Raja adalah orang yang terpilih karena kesucian, kesaktian, dan masih 
keturunan Raja.14 
a. Menurut pemikiran tradisonal Jawa, ada tiga konsep utama yang mengatur 
hubungan Kawula gusti tersebut: Suatu hubungan pribadi yang erat disertai 
dengan rasa saling mencintai dan menghormati yang dianggap sebagai pola 
atau model baku dalam komunikasi sosial. 
                                                 
13 Sartono Kartodirdjo, Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional Dan Kolonial, 
(Yogayakarta: Fakultas Sastra Budaya, 1969), hal., 26. 
 
14 Soemarsaid Moertono,  Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau (Studi 
tentang masa Mataram II Abad XVI sampai XIX), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985),  hal., 
62. 
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b. Nasib menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah ia lahir 
sebagai hamba atau sebagai tuan. Akibatnya adalah bahwa manusia tidak 
punya pilihan melainkan harus memikul kewajibannya seperti telah ditentukan 
oleh nasibnya. 
c. Raja dan pegawainya, dalam hal politik pemerintahan harus memperhatikan 
rakyatnya sebagaimana seorang ayah harus mengasuh anaknya. Jadi Raja 
sebenarnya mengambil sikap sebagai maha pelindung, dan rakyatnya bersikap 
tunduk dan menerima.15 
Ketika agama Islam mulai berkembang di Jawa antara abad 11-15, maka 
proses akulturasi tidak dapat dihindarkan. Lambat laun agama Islam tersebut 
merasuk ke dalam pola pikir masyarakat yang kemudian dipeluknya. Ketika itu 
Kerajaan yang bersifat Hinduistis masih berdiri. Masuknya agama Islam, berarti 
merupakan tantangan yang serius terhadap Raja –raja Mataram. Suatu usaha untuk 
menghadapi tantangan ini dengan memakai gelar Susuhunan atau Sultan, juga 
menarik pemimpin-pemimpin agama Islam dan lambat laun mengubah tata cara 
istana dengan ajaran yang baru. Sesudah Kerajaan Mataram pecah menjadi dua 
pada tahun 1755, gelar Susushunan dipakai oleh Raja-raja Surakarta, sedangkan 
Raja-raja Yogyakarta memakai gelar Sultan, ditambah dengan predikat 
Kalifatullah di belakang nama. Dari nama gelar atau sebutan yang disandang Raja 
tampak bahwa kekuasaan Raja mencakup unsur pemerintahan, militer, dan Agama 
sehingga menempatkan kedudukan seorang Raja dalam status sosial yang tertinggi 
dalam Kerajaan. 
                                                 
15Ibid, hal., 4. 
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Sesudah posisi Raja sebagai penguasa tertinggi, maka kerabat Raja seperti 
putra-putra dan menantu atau ipar dari Raja yang sedang memerintah juga 
termasuk dalam golongan yang mempunyai status sosial yang tinggi. Hubungan-
hubungan yang berasal dari Raja yang lebih dulu dianggap tingkatannya lebih 
rendah. Sistem tingkat kebangsawanan yang menurun itu sangatlah luas. Di mata 
rakyat, seorang bangsawan selalu dihargai menurut kemurnian pertalian darahnya 
dari pihak ibu menurut jauh dekatnya hubungan ibu itu dengan Raja. 
Tingkat-tingkat Kerajaan  itu sangat luas, setiap orang  yang dapat 
menunjukkan setiap hubungan dengan setiap Raja yang pernah memerintah boleh 
memakai gelar sebagai tanda kebangsawanannya. Deretan gelar-gelar  
menunjukkan adanya hubungan bangsawan dengan Raja. Tingkat-tingkat itu 
mengatur tata prioritas pada semua kesempatan, seorang anak dari tingkat yang 
lebih tinggi lebih mempunyai prioritas daripada sanak saudaranya yang lebih tua 
dari tingkat yang lebih rendah.16 
Status sosial dari kerabat Raja selain yang disebut, adalah tentang istri 
Raja. Pada zaman Mataram dan Kerajaan penerusnya, istri Raja atau permaisuri 
umumnya bergelar Ratu. Dalam sejarah terbukti bahwa Sunan atau Sultan 
biasanya mempunyai dua permaisuri. Yang pertama, yang lebih tinggi 
kedudukannya disebut Ratu kulon, sedangkan yang kedua, yang kedudukannya 
lebih rendah  bergelar Ratu wetan. Dinamakan demikian mungkin berdasarkan 
letak tempat kediamannya di dalam Kraton. Kraton kulon lebih tinggi 
kedudukannya daripada Ratu wetan dapat diketahui dari kenyataan bahwa 
                                                 
16 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal., 27. 
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putralah yang menjadi putra mahkota.17 Biasanya permaisuri pertama mendapat 
nama baru atau nama kehormatan sebagai  bentuk permuliaan dari putri tersebut 
yang disesuaikan dengan kedudukan mulianya. 
Di samping permaisuri, Raja juga mempunyai istri yang lain yaitu selir 
yang disebut juga dengan istilah garwa ampeyan, garwa pangrembe, garwa 
paminggir, atau priyantun dalem. Status sosial selir ini kedudukannya lebih 
rendah daripada permaisuri. Dari sekian banyak istri Raja yang ada, maka siapa 
saja yang berhak menyandang gelar permaisuri semuanya tergantung pada 
kehendak Raja. Tidak peduli apakah darah bangsawan atau tidak. Tetapi seorang 
Raja yang bijaksana akan selalu memperhatikan faktor trah atau keturunan putri 
tersebut. Sehingga pada umumnya kecil sekali kesempatan yang ada pada wanita 
keturunan rakyat biasa untuk menjadi permaisuri. 
Selir sebagai istri Raja adalah seorang wanita yang telah diikat oleh tali 
kekeluargaan, tetapi tidak berstatus sebagi istri dalam pengertian yang umum. 
Statusnya di bawah istri (ampeyan) dan tugasnya membuat Raja itu selalu senang. 
Jadi selir dapat diartikan sebagi istri yang tidak dinikah. Karena itu laki-laki 
keturunan Raja atau Bangsawan yang mempunyai selir saja dianggap masih 
berstatus perjaka. Jika bangsawan menurunkan anak dari seorang selir, ia akan 
dinikai secara simbolis, yaitu pernikahan dengan simbol atau pusaka yang menjadi 
simbol dari bangsawan tadi. Sehingga anak itu kelak berhak mempergunakan titel 
kebagsawanannya dan memperoleh hak warisan lainnya. Jadi yang menentukan 
status  sosial anak tadi adalah ayahnya bukan ibunya. 
                                                 
17 Moedjanto, Perseliran Dalam Budaya Jawa, (Yogyakarta: Lembaga Javanologi, 1987), 
hal., 3. 
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2. Pegawai dan Pejabat Kerajaan (abdi dalem) 
Di bawah kelompok Raja  dan keluarganya terdapat kelompok abdi dalem 
atau Priyayi, yaitu seluruh pegawai Raja dan Kerajaan. Kelompok abdi dalem ini 
umumnya memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi Kerajaan. 
Untuk menunjukkan status jabatan seseorang dalam sistem administrasi atau 
birokrasi Kerajaan selain memakai gelar jabatan juga nama resmi dari jabatan 
yang dipangkunya. Misalnya gelar adipati diberikan  kepada patih, tumenggung 
diberikan kepada pejabat-pejabat setingkat bupati atau kepala daerah, ngabehi 
diberikan kepada pejabat-pejabat di bawah bupati sampai mantri, panji diberikan  
kepada perwira-perwira perang. 
 Pembesar istana yang tertinggi tingkatannya terdiri atas delapan orang 
bupati, yaitu bupati nayaka. Mereka merupakan dewan kerajaan . Keempat orang 
diantara mereka itu disebut bupati njero dan empat orang lainnya disebut bupati 
njaba. Fungsi bupati njero sebagai Bupati keparak kiwa dan bupati keparak 
tengen adalah bupati-bupati kepala rumah tangga dalam arti sempit dan disamping 
itu juga pegawai istana, polisi dan pengadilan. Bupati gedong kiwa bendaharawan 
dan bupati gedong tengen adalah kepala urusan keluar istana. Keempat bupati 
tersebut kedudukannya langsung dibawah kendali patih yang merupakan pejabat 
tertinggi dalam hierarki birokrasi.18 
 Setelah bupati njero, menyusul empat orang bupati njaba, yaitu bupati 
gede dan bupati sewu sebagai bupati kanan, kemudian bupati penumping dan 
bupati bumi sebagai bupati kiri. Bupati-bupati ini mengepalai administrasi dari 
                                                 
18 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal., 28. 
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berbagai propinsi kerajaan di luar Ibu kota. Kemudian menyusul lima orang 
bupati dari tingkat tiga yaitu pembesar mahkamah pengadilan atau bupati 
pangrembe, bupati kadipaten anom yaitu kepala rumah tangga putra mahkota, 
bupati kalang adalah pengawas tertinggi gedung dan bangunan-bangunan istana, 
bupati gladag adalah pengawas tertinggi alat-alat pengangkutan, dan bupati jaksa 
pengawas tertinggi pengadilan.19 Di bawah bupati masih ada lima jabatan 
birokrasi lainnya, yaitu kliwon, panewu, mantri, lurah, dan jajar. 
  Para pejabat pemerintahan dari tingkatan tertinggi sampai ke tingkat 
terendah oleh Raja diberlakukan suatu aturan yang dapat membedakan tinggi 
rendahnya status seseorang, yaitu dipergunakannya lambang-lambang status dari 
masing-masing kelompok sosial tersebut. Adapun wujud lambang-lambang itu  
dapat berupa : rumah, pakaian, tanda kehormatan, gelar, serta bahasa yang 
digunakan. Latar belakang penggunaan lambang status  tersebut ialah tuntutan 
kesetiaan dari Raja.20 Di samping itu status seseorang juga dapat diketahui dari 
besar kecilnya tanah lungguh yang dimiliki, sebab dari tanah yang diperoleh dari 
Raja itu menunjukkan status orang yang menerimanya, juga tingkat ekonominya 






                                                 
19 Ibid 
 
20 Radjiman,  Sejarah Surakarta II, (Surakarta: Fakultas Sastra, 1988), hal., 45. 
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3. Rakyat Biasa ( Kawula dalem) 
Dalam budaya Jawa, penduduk dikenal sebagai kawula dalem atau wong 
cilik. Mereka adalah manusia milik Raja, Raja berwenang untuk menentukan 
nasib kawula dalem. Oleh karena itu sikap penduduk Jawa biasanya sangat sopan, 
rendah hati, sabar, dan nrima. Akan tetapi ada kalanya mereka juga dapat naik 
temperamennya jika perasaannya sudah tidak dapat ditahan karena tekanan atau 
penghinaan. Inilah gambaran sosok wong cilik atau kawula dalem yang 
merupakan lapisan terendah dalam struktur sosial masyarakat. 
 Kalau golongan penguasa  adalah pendukung kebudayaan besar yang 
bersumber pada istana, maka wong cilik yang sebagian besar terdiri dari petani 
adalah pendukung kebudayaan kecil yang bersumber di pedesaan.21 Lingkungan 
pedesaan menciptakan budaya wong cilik yang polos tanpa dibuat macam-macam, 
bahkan tingkah laku dan budaya kasar sangat mendominasi. 
 Di dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa dibantu oleh 
seperangkat pejabat dan keluarganya dan sebagai imbalannya mereka diberi tanah 
apanage atau lungguh, sehingga tanah apanage merupakan tanah jabatan. 
Pemegang tanah apanage disebut patuh. Patuh yang memperoleh tanah apanage 
ini berhak mendapatkan layanan kerja dan sebagian hasil dari tanah-tanah 
apanage. Oleh karena itu patuh tidak mengerjakan langsung tanahnya, ia 
kemudian mengangkat seorang bekel untuk mengurusnya. Bekel selain mewakili 
patuh dan berfungsi sebagai penebas pajak atau memungut hasil bumi dari petani, 
ia juga mendapat sebagian dari hasil tanah itu atau sebagian dari pajak. Oleh 
                                                 
21 Suhartono,  Bandit-bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942, (Yogyakarta: 
Aditya Media, 1995),  hal., 41. 
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karena itu meskipun patuh membebani bekel dengan berbagai tugas dan 
kewajiban, tugas itu dikerjakan dengan baik karena ia dengan mudah 
mengarahkan petani di kebekelannya.22 
 Petani adalah tenaga kerja yang direkrut oleh bekel di desanya. Mereka 
sangat penting tergantung dari kemauan dan pilihan bekel untuk diangkat menjadi 
sikep atau kuli penggarap tanah yang mendapat tanah garapan. 
 Golongan bawah atau wong cilik dalam masyarakat Jawa sebenarnya 
sangat hiterogen. Mereka terbagi dalam beberapa lapisan sosial berdasarkan tinggi 
rendahnya pembayaran pajak. Lapisan paling atas adalah sikep atau kuli kenceng, 
yaitu lapisan yang menguasai tanah, pembagian pajak tanah, kerja wajib pada 
patuh dan Raja. Kuli kenceng, selain diberi wewenang untuk mengerjakan sawah, 
juga berhak mendiami rumah dan pekarangan. Di bawah kuli kenceng adalah kuli 
setengah kenceng atau kuli indung yang menempati rumah di pekarangan orang 
lain. Dan lapisan terakhir adalah kuli tlosor yang tidak mempunyai apa-apa dan 
hidupnya menumpang pada petani lain. 
 
B. Struktur Birokrasi Tradisional Kasunanan Surakarta 
1. Konsep kekuasaan Raja dalam pandangan masyarakat Jawa 
 Kerajaan-kerajaan tradisional Jawa baik pada masa Hindu-Budha maupun 
Islam, kekuasaan tertinggi bertumpu pada Raja. Dalam konsep Jawa tentang 
organisasi negara, Raja atau Ratulah yang menjadi eksponen mikrokosmos. 
Pandangan tentang alam yang terbagi dalam mikrokosmos dan makrokosmos 
                                                 
22 Ibid, hal., 30. 
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adalah sesuatu yang pokok bagi pandangan dunia orang Jawa. Dalam pandangan 
ini terkandung dua faktor penting bagi pemahaman orang Jawa mengenai 
kehidupan negara. Pertama, adanya kesejajaran antara mikrokosmos dan 
makrokosmos, kedua, adanya pengaruh timbal balik antara mikrokosmos dan 
makrokosmos.23 Dalam hal ini konsep kekuasan dapat dipahami sebagai suatu 
gaya hidup yang tidak diraba, penuh misteri dan bersifat keilahian. Kekuasaan 
dalam konsep Jawa adalah konkrit yang berarti ada jadi bukanlah sekedar konsep 
teoritis yang dibayangkan. Kekuasaan yamg berdimensi supranatural itu lebih 
mendekati apa yang disebut kekuasaan religius yang mampu mengontrol dan 
menguasai segenap kehidupan di alam semesta ini. 
 Pandangan ini mengacu pada konsep Hindhu-Budha yang menjelaskan 
bahwa ada paralelisme antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dengan demikian, 
kekuasaan merupakan suatu operasionalis kekuatan gaib alam semesta yaitu 
adanya kesatuan antara mikrokosmos dengan makrokosmos yang melekat dalam 
diri Raja. Dengan kata lain negara dilihat sebagai citra kerajaan Dewa-dewa yang 
membenarkan kekuasaan Raja.24 Raja dianggap sebagai penitisan dari dewa 
ataupun sebagai keduanya, baik penitisan ataupun keturunan dewa. Pandangan 
semacam ini terkenal dikalangan Raja-raja yang menganut Hindhuisme dengan 
sebutan kultus dewa Raja. Kedudukan Raja sangatlah penting dalam usahanya 
mepertahankan keserasian antara mikrokosmos dan makrokosmos. Di Jawa, 
                                                 
23 Mariam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa, (Jakarta: Sinar 
Harapan, 1991),  hal., 51-52. 
 
24 R. H Geldren,  Konsepsi Tentang Negara Dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara, 
(Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal., 11-16. 
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konsep-konsep kosmologis yang masih melekat di alam pikiran masyarakat 
tradisional adalah bentuk pemujaan asli yang ditujukan kepada gunung-gunung 
dan dikaitkan pada diri sang Raja. 
 Dalam perkembangannya, dengan masuknya agama Islam melalui para 
wali yang berpusat di Demak menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pola 
pikir masyarakat Jawa. Adanya sebuah anggapan bahwa jatuhnya kerajaan 
Majapahit telah menandai berakhirnya peradapan Hindu di Jawa. Agaknya 
pernyataan tersebut ditentang oleh Pigeaud dengan argumentasinya bahwa cerita-
cerita terkenal tentang orang-orang sakti pada abad 15 dan 16 harus dilihat 
sebagai bukti adanya keyakinan yang tumbuh di Jawa, bahwa peradapan Islam di 
Jawa yang dikembangkan oleh wali merupakan kelanjutan dan pembaharuan 
peradapan Hindhu Jawa kuno.25 Pendapat ini ternyata dapat teruji tatkala masih 
ditemukannya sisa-sisa peninggalan Hindhu yang diwujudkan dalam bentuk 
praktek-praktek ritual oleh masyarakat Jawa. Setelah kerajaan Mataram didirikan 
abad 16, perkembangan fungsi Raja lebih mudah diikuti. Raja tidak lagi dianggap 
sebagai perwujudan dewa, melainkan wakil Allah di dunia, karena ajaran Islam 
menolak secara tegas penyamaan manusia dengan Tuhan yang pada hakekatnya 
jauh berbeda antara Khaliq dengan mahlukNya.26 
 Peran Raja sebagai penguasa di Kerajaan dan pemelihara keseimbangan 
dunia mikrokosmos dan makrokkosmos tentunya membutuhkan legitimasi konkrit 
                                                 
25 De Graaf dan Pigeaud,  Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Pulau Jawa, (Jakarta: 
Grafiti Press, 1985),  hal., 3-4. 
 
26 Soemarsaid Moertono, op. cit., hal., 34. 
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dalam memperkokoh kedudukannya. Untuk mengukuhkan kekuasaan Raja atas 
wilayah yang telah ditaklukkan, ditempuhlah berbagai cara antara lain: 
a. Memaksa dan mewajibkan penguasa-penguasa daerah untuk tinggal 
dikraton beberapa bulan dalam setahun sedangkan daerahnya diurus oleh 
wakil mereka masung-masing. Kalau penguasa itu pulang, ia diwajibkan 
meninggalkan salah satu anggota keluarga dekatnya di kraton. Hal ini 
dilakukan disamping untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya 
pemberontakan dari penguasa daerah, juga menjaga kelangsungan ikatan 
persaudaraan antara Raja dengan daerah wilayahnya. 
b. Menjalin persekutuan  dengan penguasa daerah melalui politik perkawinan. 
Sifat hubungan pribadi antara penguasa lokal atau pejabat dengan Raja 
dijamin melalui perkawinan yang dipandang sebagai cara yang efektif secara 
lahir batin. Kraton rupanya mempunyai hampir suatu jumlah yang tidak 
terbatas putra dan putri yang berdarah Raja. Sesudah menang perang, Raja dan 
para pengikutnya biasanya menikahi putri-putri atau saudara perempuan Raja 
yang kalah. Tidak semua putri boyongan dijadikan selir, adakalanya mereka 
dipilih untuk menjadi permaisuri. 
c. Menggunakan kekerasan dengan mengirim ekspedisi militer dalam 
menumpas penguasa daerah yang membangkang atau memberontak bahkan 
menjatuhkan hukuman mati atas lawannya beserta keluarganya. 
d. Pembentukan sejenis polisi negara yang langsung bertanggung jawab 
kepada Raja. Van Goens, menceritakan bahwa, diatas semuanya bangsawan 
keraton terdapat kira-kira 4000 petugas pengadilan yang tersebar di seluruh 
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negeri dan di tempatkan di bawah 4 hakim militer yang menetap di keraton. 
Mereka menjelajahi seluruh kerajaan bagaikan anjing pemburu/ als 
jachthouden untuk mengamati dan mendengar segala sesuatu yang terjadi.”27 
Mereka pulalah yang menjadi penuntut pengadilan Raja. Mereka boleh 
menjalankan pengadilan sekaligus menjadi algojo. Mereka bebas menghadiri 
pertemuan dan mengamati apa yang dilakukan di sana, sekalipun di tempat-
tempat penguasa-penguasa terbesar di negeri itu sehingga mereka sangat 
ditakuti. Polisi-polisi tersebut mengandalkan jaringan informan yang disebut 
mata-mata yang tidak terhitung banyaknya dan melaporkan segala sesuatunya 
pada Raja. 
e. Raja berusaha memantapkan kedudukan sebagai penguasa kerajaan 
menjalankan politik patrimonial. Dalam sistem ini, jabatan dalam keseluruhan 
hierarki birikrasi lebih didasarkan pada hubungan famili dan hubungan bapak-
anak(patron client). Penguasa yang terdiri dari Raja, sentana dalem, dan abdi 
dalem merupakan satu keluarga besar. Raja mempunyai hak milik penuh atas 
rakyatya seperti petani, pedagang, pemuka dan tentara yang kesemuanya 
merupakan sumber hidup dan kekuasaan kerajaannya.28 Raja sebagai kepala 
keluarga atau bapak sedangkan sentana dalem berkedudukan sebagai anak. 
Bapak harus selalu dihormati, ditaati dan pantang untuk ditentang sehingga 
anak wajib taat dan patuh terhadap segala perintah sang bapak tanpa kecuali. 
Anak dijadikan tulang punggung yang setia bahkan bersedia untuk 
                                                 
27 Denys Lombard,  Nusa Jawa: Silang Budaya, (Jakarta: Gramedia, 1996),  hal., 39-40. 
 
28 Yahya Muhaimin,  Beberapa Segi Birokrasi Di Indonesia, (Jakarta:  Prisma, 1980), 
hal., 24. 
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mempertaruhkan jiwanya untuk kepentingan bapak. Hubungan bapak-anak 
merupakan suatu hubungan yang kuat berdasarkan kemauan timbal balik 
untuk saling memberi dan menerima secara informal antara dua pihak yang 
saling mempunyai status yang masing-masing mempunyai status yang tidak 
sama derajatnya. 
Susunan kosmologis dari keseluruhan negeri hanya dapat diwujudkan 
dengan jumlah dan letak propinsi serta simbol dari penguasa daerah. Tetapi, 
arsitektur bisa dibentuk sebagai gambaran yang lebih riil meyerupai jagad raya, 
sebuah mikro yang lebih kecil dalam makrokosmos. Pengertian wilayah kerajaan 
ini sesuai dengan pandangan  Veth dan Selo Soemardjan yang menggambarkan 
kerajaan-kerajaan Jawa direncanakan menurut lingkaran konsentris.29 Konsep 
tersebut dapat diterapkan dalam menganalisis pembagian wilayah kerajaan-
kerajaan Jawa yang bercorak agraris seperti halnya Mataram. Di tengah-tengah 
kerajaan terdapat keraton, tempat kediaman Raja dan pemerintah dalamnya. 
Disekitar keraton terdapat ibu kota, yang disebut negara. Ibu kota merupakan 
tempat kedudukan pemerintahan luar dan disitulah para bangsawan dan priyayi 
tinggal di bawah kekuasaan dan wewenang patih. Disekitar ibukota Negaraagung 
yang secara harfiah berarti kota besar. Lingkungan yang terakhir dari wilayah 
kerajaan adalah mencanegara, yaitu propinsi-propinsi yang letaknya jauh dari 
pusat ibu kota kerajaan. 
 
 
                                                 
29 Selo Soemardjan,  Perubahan Sosial Di Yogyakarta, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), 
hal., 13. 
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2. Administrasi Wilayah Kasunanan Surakarta 
 Setelah tahun 1755 Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua pemerintahan 
yaitu Kasunanan dan Kasultanan. Semula wilayah Mataram terbagi menjadi 
kuthagara, negaraagung, mancanegara, dan pesisir. Namun semenjak Sunan 
Pakubuwana II berangsur-angsur wilayah Mataram berkurang karena terikat 
perjanjian dengan pemerintah Belanda. Sebagai konsekuensinya semua 
keturunannya terikat dengan perjanjian tersebut. Luas wilayah Kuthagara luasnya 
sama dengan kraton Kasunanan saat ini, yang meliputi kedhaton, baluwarti, dan 
paseban dengan batas sebelah utara dan sebelah selatan adalah pintu brajanala. 
Sedangkan batas sebelah barat dan timur adalah pintu gapit. Kuthagara 
merupakan wilayah kraton yang paling dikeramatkan karena di dalamnya terdapat 
bangunan prabasuyasa atau banguan dalem agung sebagai tempat untuk 
menyimpan pusaka kerajaan. 
 Wilayah Kuthagara di kelilingi oleh daerah Negaraagung yang 
perbatasannya hingga daerah Mancanegara. Di daerah Negaraagung ini terdapat 
bumi narawita Sunan, tanah pancen sentana dalem, dan apanage sebagai gaji. 
Luas tanah yang dimiliki tergantung pada tinggi rendahnya jabatan30 
 Semenjak pemerintahan Sunan Pakubuwana II sudah terikat perjanjian 
dengan pemerintah Belanda. Perjanjian tahun 1743 menyebutkan bahwa seluruh 
daerah pantai utara Jawa atau pesisiran, mulai dari Brebes sampai Blambangan 
termasuk Madura, diserahkan kepada pemerintah Belanda, dan sebagai gantinya 
                                                 
30 Supariadi,  Kyai dan Priyayi di Masa Transisi, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001),  hal., 
192. 
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Sunan mendapatkan ganti rugi 20.000 ringgit setiap tahun.31 Dari perjanjian yang 
sangat merugikan pihak Kasunanan tersebut terjadi pertentangan dari keluarga 
Kasunanan, yaitu Pangeran Mangkubumi yang kemudian meletuslah Perang 
Suksesi Jawa III. 
 Untuk mempermudah pengelolaan wilayah Kasunanan, daerah 
Negaraagung dibagi ke dalam empat bagian, yaitu 
1. Daerah Bagelen, yang terdiri atas Numbak Anyar dan Sewu. 
2. Daerah Kedu, yang terdiri dari Bumi dan Bumija 
3. Daerah Pajang, yang terdiri dari Panumping dan Panekar 
4. Daerah Demak dan Pajang, yang terdiri dari Bumi Gedhe Kiwa dan    
Bumi Gedhe Tengen.32 
Wilayah kekuasaan Sunan diperoleh melalui perjanjian dengan pemerintah 
Belanda pada tahun 1749. Mengenai letak dan luas Negaraagung adalah berikut 
ini.  
Tabel 1 
Luas wilayah Negaraagung 
Nama Daerah luas (cacah) 
Begelen 
Kedu bagian barat 
Gunung kidul 
Pajang dan Demak 
Sukawati 







Sumber: Serat siti Dhusun, (Surakarta: Radya Pustaka, 1895),  hal., 24. 
                                                 
31 Serat Perjanjian Dalem Nata, (Surakarta: Sasana Pustaka, 1940),  hal., 49. 
 
32 Almanak Narpawandawa,  (Surakarta: Sasana Pustaka, 1935),  hal., 19-24. 
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 Di dalam Serat siti dusun juga memuat letak daerah apanage atau tanah 
lungguh di Negaraagung. Sebagai contoh di daerah Sewu terdapat beberapa tanah 
Lungguh yang dimiliki oleh sentana dalem. Di luar Negaraagung terdapat daerah 
Mancanegara. Kasunanan Surakarta membagi daerah mencanegara menjadi dua 
yaitu, mancanegara wetan yang dipimpin oleh Bupati Banyumas dan 
Mancanegara kilen yang dipimpin oleh Bupati Kediri. Di daerah ini tidak terdapat 
tanah lungguh . Para penguasa daerah mancanegara tiap waktu tertentu sedikitnya 
dalam dua tahun wajib menghadap Raja di Kasunanan untuk menyatakan 
kesetiaannya dengan membawa upeti dari daerahnya masing-masing. Karenanya 
daerah Mancanegara itu biasa disebut sebagai daerah pajak. 
 Sebagaimana menurut perjanjian Giyanti pembagian daerah untuk 
Kasunanan dan Kasultanan letaknya tidak beraturan. Daerah Sunan terselip di 
daerah Sultan dan sebaliknya. Sebagai akibat dari keadaan tersebut menyulitkan 
terciptanya keamanan dan ketentraman di masing-masing daerah. Terutama di 
daerah perbatasan yang sangat strategis untuk persembunyian kelompok-
kelompok perusuh dan pengacau keamaman. Menurut Rng. Yasadipura II dalam 
serat babad parayud, bahwa di antara Surakarta, Mangkunegaran, dan 
Yogyakarta sering terjadi perebutan daerah perbatasan dan timbul perang. Untuk 
menyelesaikan masalah tersebut diutus patih dalem dari masing-masing pihak 
pada tahun 1773 guna mencari kejelasan wilayah perbatasan.33 Pada tanggal 2 
Nopember 1773 di Semarang dengan disaksikan oleh pemerintah Belanda ditanda 
tangani Akte oleh Raden Adipati Sosrodiningrat atas nama Sunan Pakubuwana 
                                                 
33 G. P Rouffaer, Swapraja, (Mangkunegara: Rekso Pustaka, 1931), hal., 55. 
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III(1749-1788) dan Raden Adipati Danurejo atas nama Sultan Hamengkubuwana 
I. Berdasarkan perjanjian tahun 1773 tersebut dari daerah Negaraagung Sunan 
menerima 65.080 cacah dan Sultan menerima 67.700 cacah. Kemudian daerah 
Mancanegara Sunan menerima 37. 230 cacah sedangkan Sultan menerima 32.080 
cacah sehingga pada tahun 1773 Sunan mendapatkan keseluruhan 16.860 cacah 
dari daerah Negaraagung dan Mancanegara. Kemudian Sultan Yogyakarta 
mendapatkan keseluruhan berjumlah 12.730 cacah dari daerah Negaraagung dan 
Mancanegara.34 
3. Sistem Pemerintahan Kasunanan Surakarta 
 Dalam hukum ketatanegaraan telah disebutkan bahwa suatu daerah dapat 
disebut negara apabila memiliki beberapa unsur pokok yang antara lain: 
penduduk, wilayah, kedaulatan, dan tata pemerintahan. Diantara keempat kriteria 
tersebut, penyelenggaraan pemerintahan merupakan motor penggerak yang 
menentukan kondisi dan dinamika perkembangan sebuah Negara. Tata 
pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang sebagai pembuat kebijakan 
bagi seluruh warga negara lazim disebut Birokrasi. Dengan demikian, negara 
menyerahkan kekuasaan untuk memerintah masyarakat kepada birokrasi tersebut.  
 Birokrasi merupakan keselurahan aparat pemerintahan, sipil maupun 
militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan mereka menerima gaji 
dari pemerintah karena statusnya itu. Birokrasi juga sebuah organisasi yang 
                                                 
34 Ibid, Hal., 7. 
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bersifat hierarkis dan ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan 
pekerjaan bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.35 
 Kekuasaan Raja dalam bidang politik, kewenangannya dilimpahkan 
kepada patih jawi dan patih lebet di dalam struktur Reh Kepatihan sedangkan 
kekuasaan Raja dalam bidang keagamaan dan kehidupan keluarganya 
kewenangannya dilimpahkan kepada penghulu dalam struktur Reh Kapangulon. 
Golongan ini sering disebut Pangulu atau Wedana.36 
 Raja secara tradisional dianggap sebagai poros dunia dan pusat kehidupan 
masyarakat sehingga tanggung jawab baik buruknya kerajaan terletak di tangan 
Raja. Dengan demikian Sunan menempatkan diri pada puncak kekuasaan yang 
tertinggi dala struktur birokrasi tradisional Surakarta. Raja berhak mengangkat 
dan memberhentikan pejabat kerajaan yang turut serta menjalankan kekuasaan 
kerajaan. Hubungan antara Raja dan abdi dalem berbentuk hubungan ikatan antara 
seorang penguasa politik dengan orang yang dikuasainya. Mereka diberi 
kekuasaan untuk, menjalankan sebagian dari kekuasaan dan kewenangan Raja. 
Oleh karena itu, loyalitas para pejabat terhadap pribadi Raja harus dijamin. Ada 
beberapa cara yang ditempuh untuk menjaga loyalitas pejabat antara lain: melalui 
dongeng-dongeng, ajaran-ajaran, lakon-lakon, seperti wayang tentang nilai 
loyalitas dan akibat kemarahan Raja terhadap para penghianat. Pada zaman 
Mataram terdapat sekelompok sentana dalem yang kedudukannya dibawah Raja. 
Mereka ini termasuk keluarga Raja dan keturunan Raja yang pernah berkuasa. 
                                                 
35 Yahya Muhaimin, Beberapa Segi Birokrasi Di Indonesia, (Jakarta: Prisma, 1980), hal., 
21. 
 
36 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emperium 
sampai Imperium, (Jakarta: Gramedia, 1992),  hal., 171-172. 
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Golongan tersebut dalam stratifikasi sosial merupakan kelas memerintah. Mereka 
bergabung dalam Reh kasentanan dan dalam organisasi mereka bergabung dalam 
Perkumpulan Narpawandawa. Di bawah kelompok Raja dengan sentana dalem 
terdapat kelompok pelaksana pemerintahan, yaitu Patih beserta staf yang 
tergabung dalam Reh Kepatihan. Golongan ini merupakan elit birokrat atas dan 
mereka inilah yang memegang kekuasaan administratif kerajaan. Patih sebagai 
kepala birokrasi pusat dibantu oleh nayaka-nayaka yang langsung di bawahnya. 
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1. Bupati Bumi 
2. Bupati Penumping 
3. Bupati Sewu 
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5. Bupati Anom 









 Kepala administrasi kerajaan dipegang oleh seorang patih dalem. 
Kedudukan patih dalem sebenarnya memiliki fungsi ganda. Di satu pihak ia 
sebagai bawahan Sunan dan dipihak lain sebagai perantara Gubernemen. Sebagai 
bawahan Sunan, patih memiliki kekuasaan yang besar. Hal itu dapat dilihat dari 
sebutan yang diberikan kepada patih yaitu bang-bang alum-alum yang berarti 
kekuasaan yang dapat membawa kebahagiaan atau sebaliknya, Murbawiseseng 
sekalir yang berarti menguasai dan bertindak dengan kekerasan terhadap sesuatu 
yang merugikan negara, dan sinilan mangku praja yang berarti diizinkan 
memerintah Negara.38 Seorang patih selain menerima tugas langsung dari Sunan 
dan memerintah para pejabat di bawahnya, ia juga bertugas mengatur dan 
menyempurnakan tata pemerintahan kerajaan. Pada sistem peradilan Patih pernah 
menjabat sebagai ketua pengadilan Balemangu, dan pengadilan Pradata.  
 Pembesar istana yang tertinggi tingkatannya terdiri atas delapan orang 
bupati, yaitu bupati nayaka. Mereka merupakan dewan kerajaan . Keempat orang 
diantara mereka itu disebut bupati njero dan empat orang lainnya disebut bupati 
njaba. Fungsi bupati njero sebagai Bupati keparak kiwa dan bupati keparak 
tengen adalah bupati-bupati kepala rumah tangga dalam arti sempit dan disamping 
itu juga pegawai istana, polisi dan pengadilan. Bupati gedong kiwa bendaharawan 
dan bupati gedong tengen adalah kepala urusan keluar istana. Keempat bupati 
tersebut kedudukannya langsung dibawah kendali patih yang merupakan pejabat 
tertinggi dalam hierarki birokrasi.39 
                                                 
38 Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Keraton Surakarta (130-1939), (Yogyakarta: 
Taman Siswa,1989), hal., 7. 
 
39 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal., 28. 
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 Setelah bupati njero, menyusul empat orang bupati njaba, yaitu bupati 
gede dan bupati sewu sebagai bupati kanan, kemudian bupati penumping dan 
bupati bumi sebagai bupati kiri. Bupati-bupati ini mengepalai administrasi dari 
berbagai propinsi kerajaan diluar ibu kota. Kemudian menyusul lima orang bupati 
dari tingkat tiga yaitu pembesar mahkamah pengadilan atau bupati pangrembe, 
bupati kadipaten anom yaitu kepala rumah tangga putra mahkota, bupati kalang 
adalah pengawas tertinggi gedung dan bangunan-bangunan istana, bupati gladag 
adalah pengawas tertinggi alat-alat pengangkutan, dan bupati jaksa pengawas 
tertinggi pengadilan.40 Di bawah bupati masih ada lima jabatan birokrasi lainnya, 
yaitu kliwon, panewu, mantri, lurah, dan jajar. 
 Pelimpahan wewenang didalam sistem pemerintahan merupakan persoalan 
pokok dalam struktur birokrasi kerajaan Kasunanan Surakarta. Sunan sebagai 
penguasa bertanggung jawab penuh terhadap lancarnya roda pemerintahan 
walaupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari penyelenggaraannya diserahkan 
kepada patih dalem. Setiap menyampaikan kebijaksanaan, Sunan cukup 
memberikan surat yang disebut Nawala dalem, yang ditulis oleh abdi dalem 
Sasana Wilapa. Surat tersebut diberikan kepada patih sehingga posisi patih dalam 
hal ini bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan kerajaan. Patih 
berfungsi sebagai wakil sunan dalam bidang pemerintahan. Tugas yang 
dibebankan kepada patih dirasakan berat sehingga dalam pelaksanaannya dibantu 
oleh delapan Bupati nayaka yaitu empat bupati lebet (keparak dan gedong kiwa-
tengen) dan empat bupati jawi (sewu, bumi, bumu gedhe, dan penumping) serta 





bupati kadipaten anom sehingga jumlah keseluruhan ada sepuluh orang yang 
disebut mantri sadasa. Para pelaksana birokrasi tersebut dalam mengelola 
pemerintahan dipusatkan di kuthagara yang disebut pemerintahan Balemangu. 
Golongan petugas yang diserahi untuk pengawalan Raja disebut Keparak dan 
golongan yang bertugas mengantar surat dan melakukan pekerjaan keraton disebut 
Gandek. Kedua golongan ini masing-masing dipimpin oleh kliwon. Dari 
pemerintahan Balemangu, patih menyampaikan kebijaksanaan kepada para 
bawahannya. Disamping itu patih dapat pula menetapkan Rijksblaad atau undang-
undang yang berisi keputusan pemerintahan atas persetujuan Sunan dan Residen. 
 
C. Kedudukan Elit Agama di Kasunanan Surakarta 
Dalam melihat peranan elit agama dibedakan antara elit agama yang 
menduduki jabatan birokrasi atau golongan penghulu dengan mereka yang ada di 
luar jabatan itu atau golongan ulama bebas. Para pengulu yang menduduki 
birokrasi membentuk kelompok sendiri dan biasanya hubungan politiknya dekat 
dengan pusat birokrasi. Mereka termasuk kelompok penguasa yang bersifat loyal, 
sedang para ulama bebas yang ada di luar pemerintahan cenderung bersikap 
menentang pemerintah dan lembaga sekuler lainnya.41 
Peranan politik para penghulu dengan peranan para birokrat terutama 
dalam menghadapi desakan lembaga-lembaga politik kolonial yang dominan. Para 
birokrasi menyesuaikan diri dan bersikap loyal kepada pemerintah kolonial karena 
mereka merupakan bagian dari kekuasaan kolonial. Para ulama yang tidak terlibat 
                                                 
41 Radjiman, op. cit., hal., 11. 
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dalam lembaga kolonial selalu menolak setiap kali terjadi tekanan-tekanan karena 
kehadiran mereka terlepas dari sistem kolonial. Penekanan ini didasarkan pada 
kenyataan sosial bahwa kyai birokrasi biasanya membentuk kelompok sendiri dan 
dilihat dari segi budaya mereka cenderung terserap dalam budaya priyayi.42  
Pada abad 19 penolakan terhadap pengaruh barat meluas sebanding 
dengan meluasnya daerah santri di seluruh Jawa. Melihat kemajuan tersebut para 
Residen di Jawa mencegah pengaruh ulama dan pengaruh lain yang masuk ke 
Jawa. Mereka saling mengingatkan kemungkinan terjadinya gerakan-gerakan 
agama.43  
Para kyai mempunyai kedudukan mantap karena mereka memiliki otoritas 
tradisonal dan kebebasan baik politik maupun ekonomi pada masyarakat agraris. 
Antara kyai dan masyarakat terjalin hubungan timbal balik. Artinya, disatu pihak 
mereka memberikan perlindungan, dan dipihak lain masyarakat memberikan 
penghormatan dan pelayanan sosial. Hubungan dua golongan sosial ini 
membentuk jalinan kehidupan pedesaan yang harmonis. Oleh karena itu, wajar 
jika mereka mampu mengajak petani agar berpartisipasi penuh menghadapi 
tekanan pemerintah Belanda. Reputasi mereka sebagai guru ngelmu dan kyai 
dapat menyakinkan masyarakat sehingga mendapat dukungan sepenuhnya dari 
petani. Pada pertengahan abad 19 banyak diantara mereka yang ditangkap dan 
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43 Suhartono,  Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan 1830-1920, 
(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hal., 27-28. 
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dibuang.44 Dalam hal imbangan kekuatan, jika ulama bebas yang tidak kuat 
menghadapi penguasa kerajaan atau pemerintah Belanda bersekutu dengan 
kelompok yang kecewa dan tidak puas dengan keduanya. Oleh karena para kyai 
dan haji tinggal di pedesaan, mereka tidak terlalu sukar mendekati bekel desa dan 
petani agar ada di pihak mereka.45 Ulama bebas di Surakarta memang 
berpengaruh di kalangan bawah, tetapi penghulu tidak pernah berpengaruh kuat di 
kalangan elit birokrat. Salah satu penyebabnya ialah karena pengaruh Barat lebih 
cepat diterima oleh lapisan atas, sedang lapisan bawah masih dalam proses 
pengenalan ke dalam lembaga-lembaga kolonial. Oleh karena itu, dapat 
dimengerti bahwa lapisan bawah jauh lebih kuat menganut ajaran agama Islam 
sebagai pegangan dalam menghadapi pengaruh Barat. 
Elit agama di Kasunanan Surakarta terdiri dari para pegawai kerajaan yang 
mengurus masalah agama. Mereka ini ialah abdi dalem pangulon atau abdi dalem 
pemetakan. Abdi dalem ini terdiri dari pengulu, katib, jaksa, muadzin, mudarin, 
kebayan, syarif, dan marbot.46 Kelompok elit agama yang dapat dimasukkan ke 
dalam abdi dalem pemetakan ialah abdi dalem suronatan, mereka ini memiliki 
fungsi mengurus masjid Suronoto dan masjid Besar. Abdi dalem pengulon 
mempunyai fungsi mengurus perkawinan, warisan diantaranya priyayi dalem dan 
priyayi jawi. 
                                                 
44 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal., 96. 
  
45 Damakshari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, 
(Jakarta: LP3ES, 1994), hal., 3. 
 
46 Wiliam. R. Roff, op. cit., hal 3. 
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Semua sebagai pegawai kerajaan dalam lngkungan abdi dalem pemetakan 
adalah tergolong elit agama Kasunanan. Dalam segmen mereka ini terdapat 
kelompok sosial yang disebut abdi alem perdikan, mereka ini terdiri dari juru 
tebah, marbot, dan modin. Mereka mempunyai kewajiban memelihara makam 
Raja atau keluarga Raja di luar Istana. Wong cilik santri pada umumnya termasuk 
mereka yang belajar pada pondok pesantren di bawah ulama dan kyai. Apabila 
















                                                 
47 Suhartono, op. cit., hal 78. 
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BAB III 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN 
DI KASUNANAN SURAKARTA 
 
A. Perkembangan Sistem Hukum dan Peradilan 
di Kasunanan Surakarta 
 
Sejarah berdirinya suatu negara baik itu bentuk Republik atau Kerajaan 
harus memiliki tiga syarat pokok yaitu, adanya wilayah, penduduk, dan sistem 
pemerintahan. Untuk tegaknya suatu pemerintahan suatu negara diperlukan 
sarana-sarana pokok dalam sistem kelembagaan. Sarana itu meliputi bidang 
pemerintahan, keuangan Negara, pengadilan, dan sekretaris Negara. Untuk 
Kerajaan Kasunanan disebutkan Reh Kepatihan antara lain, Kantor Pangreh Praja, 
Kantor keuangan Negara, kantor Pengadilan, dan Sekretaris Negara. Dari susunan 
lembaga Kerajaan tersebut bidang Pengadilan sebagai bentuk sistem hukum yang 
mengatur ketertiban dan keamanan Kerajaan. Kebutuhan ini mutlak perlu 
dilaksakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kerajaan Kasunanan sebagai 
kelanjutan kerajaan Mataram memiliki sistem peradilan yang dijalankan menurut 
aturan dan norma yang telah disepakati antara Raja-raja Kasunanan dengan 
Pemerintah Belanda.48 
Kata peradilan mengandung arti sesuatu keadaan adil dan segala sesuatu 
yang bertalian dengan keadilan. Peradilan bukan semata-mata sebagai badan 
untuk mengadili tetapi lebih bersifat sebagai pengadilan konkret yang memberi 
                                                 
48 Riyanto, Hukum dan Peradilan di Praja Kejawen, (UNS: Fakultas Sastra, 1996), hal., 
17. 
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hak dan memperoleh keadilan hukum. Hal tersebut sebagai pancaran sifat tugas 
dan tanggung jawab seorang Raja sebagai kepala suatu Kerajaan.49 Kerajaan 
Kasunanan dalam sejarah peradilannya telah mengalami beberapa kali perubahan 
dan perkembangannya. Selanjutnya peradilan mengalami kemajuan di mulai pada 
masa pemerintahan Pakubuwana VII(1830-1858) hingga sesudahnya berkembang 
karena pengaruh hukum kolonial. Hal ini dapat terlihat adanya pengadilan 
Surambi pada masa Mataram menjadi pengadilan tertinggi namun setelah kuatnya 
hukum kolonial pengadilan ini hanya mengurusi masalah agama dan tidak 
mempunyai hak mengadili perkara –perkara umum.50 
Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X(1893-1939) sistem 
peradilan masih berkaitan dengan konstitusi yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Hindia-Belanda. Peradilan daerah swapraja disusun berdasarkan 
kontrak politik antara pemangku kekuasaan pemerintah lokal dengan pemerintah 
pusat yang berada di Batavia. Pemerintah mandiri dalam kebanyakan daerah-
daerah swapraja meliputi juga peradilan. Dari empat daerah swapraja, daerah 
swapraja Kasunanan mempunyai kekuasaan peradilan dari gubernemen untuk 
mengadili kawula di daerahnya. 51 Dalam perkembangannya hukum di Kasunanan 
mengalami beberapa perubahan-perubahan seiring pergantian Raja di Kasunanan 
adapun struktur hukum di Kasunanan yaitu,  
 
                                                 
49 Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia, (Yogyakarta: 
UGM, 1972), hal., 2. 
 
50 Ibid, hal., 18. 
 
51 Supomo, Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1957), hal., 190. 
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Struktur Hukum Kerajaan Kasunanan 52 
 
Pakubuwana II (1726-1749)        
    
 
 
Pakubuwana III (1749-1788)   1. Surambi 
      2. Pradata 
      3. a. Angger Gunung 
          b. Angger Sadasa 
          c. Aru Biru  
 
 











Pakubuwana VII (1830-1858)  Pemerintah Belanda 
(1847) 




      
1. Pradata 
2. Surambi 




Pakubuwana X (1893-1903)  1. Pradata  
     2. Surambi 
     3. Polisi   
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Sistem hukum di Kasunanan di mulai pada awal masa pemerintahan 
Pakubuwana II(1726-1749) pada tahun 1737 dibentuk dua lembaga peradilan 
yaitu Surambi dan Pradata. Pengadilan tersebut berada di bawah kekuasaan Sunan 
dengan pelaksanaan pengadilan diketuai oleh Sunan sendiri. Pengadilan di 
Kasunanan pada masa Pakubuwana II didasarkan pada hukum Kisas. Kemudian 
pada masa Pakubuwana IV(1788-1820) pengadilan Surambi menjadi pengadilan 
tertinggi dan menjadi bandingan dari pengadilan Pradata. Pada masa Pakubuwana 
IV juga didirikan dua pengadilan bagi kerabat Raja yang bersalah yaitu 
Balemangu dan Kadipaten Anom. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1847 
sistem Kolonial masuk dalam tatanan peradilan di Kasunanan yang 
mengakibatkan Pengadilan Surambi pada masa Pakubuwana VII(1830-1858) 
Hanya mengurusi masalah keluarga. Kemudian karena pengaruh Kolonial pada 
tahun 1847 pengadilan Pradata menjadi pengadilan tertinggi dengan 
kewenangannya diawasi Residen. Pada tahun 1847 pengadilan Balemangu dan 
Kadipaten Anom juga dihapuskan. Sunan dengan seijin pemerintah Belanda juga 
membentuk Bupati Polisi di tiap daerah Kasunanan guna membantu peradilan di 
Kasunanan. Perkembangan selanjutnya pada masa Pakubuwana X1893-1939) 
terjadi reorganisasi peradilan yang mana pengadilan Pradata dibagi menjadi tiga 
yaitu Pradata Gedhe, Kadipaten, dan Kabupaten serta pembentukan lembaga 
Polisi.53 
                                                 
53 Riyanto, op. cit., hal., 20. 
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Pengadilan dari ketiga daerah swapraja lainnya di Jawa yaitu Surakarta, 
Yogyakarta dan Mangkunegaran hanya mempunyai kekuasaan mengadili terhadap 
keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan sampai dengan keturunan 
keempat dari Raja dan terhadap pegawai-pegawai tertinggi dari Raja. Kawula 
selainnya termasuk yurisdikasi pengadilan-pengadilan gubernemen.54 Daerah-
daerah swapraja di luar Jawa dan Madura mempunyai hak melakukan peradilan 
atas kawulanya sendiri, terkecuali jika kawula itu mengenai golongan perkara 
tertentu ditarik dari kekuasaan peradilan hakim daerah swapraja. 
1. Sistem  peradilan di daerah swapraja Kasunanan 
Lingkungan pekerjaan pengadilan-pengadilan di luar Jawa Madura tidak 
melampaui batas daerah-daerahnya, maka peradilan dari pengadilan daerah 
swapraja hanya mengenai perkara –perkara yang terjadi dalam daerah swapraja. 
Dalam hal ini daerah Kasunanan  juga mempunyai pengadilan Gubernemen 
sehingga terjadi pembatasan kekuasaan antara pengadilan Kasunanan dengan 
pengadilan Gubernemen. Dasar untuk pembatasan kekuasaan terdapat di dalam 
kontrak politik atau Veklaring. Pada pokoknya pembagian kekuasaan diatur  
sebagai bentuk kekuasaan mengadili, sehingga dalam daerah-daerah swapraja 
rakyat pemerintahan Hindia-Belanda sebagai tergugat atau tersangka diadili oleh 
pengadilan-pengadilan gubernemen dan kawula daerah swapraja sebagai tergugat 
atau tersangka akan diadili oleh pengadilan-pengadilan daerah swapraja.55 
                                                 
54 Purwadi, op. cit., 87. 
 
55 Ibid, hal., 83. 
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 Dalam sengketa perdata penggugat tidak dipedulikan sama sekali asal 
daerahnya. Ketentuan-ketentuan di dalam Veklaring atau kontrak politik 
menentukan, bahwa pengadilan daerah swapraja berwenang memutuskan tentang: 
a. Tuntutan-tuntutan pidana terhadap kawula Gubernur karena perbuatan-
perbuatan pidana yang juga termasuk kekuasaanya jika penjahat pertama pada 
saat perbuatan itu adalah seorang kawula daerah swapraja. 
b. Sengketa-sengketa terhadap rakyat pemerintah Hindia-Belanda jika 
penggugat pada saat gugatannya diajukan adalah seorang kawula daerah 
swapraja. 
c. Sengketa-sengketa perdata terhadap rakyat pemerintah Hindia-Belanda 
mengenai bidang-bidang tanah, rumah, dan tanaman-tanaman yang lebih dari 
satu tahun umurnya yang dimiliki menurut hukum Indonesia, apabila benda-
benda itu letaknya dalam daerah swapraja.56 
 Sebaliknya yang ditarik dari kekuasaan hakim swapraja dan karena itu 
dipercayakan kepada peradilan hakim Gubernemen berdasar kontrak politik atau 
Veklaring adalah: 
a. Tuntutan pidana terhadap kawula daerah swpraja karena kejahatan jika 
mereka dituntut bersama-sama dengan orang yang tunduk kepada kekuasaan 
hakim Gubernemen.  
b. Tuntutan pidana terhadap kawula daerah swapraja karena kejahatan 
mengenai milik dan penghasilan pemerintah, dan juga terhadap tata tertib dari 
Gubernemen. 
                                                 
56 Supomo, op.cit., hal.,  83. 
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c. Tuntutan pidana terhadap kawula daerah swapraja karena kejahatan 
mengenai pertahanan negara. 
 Ketentuan di dalam Veklaring tersebut pada intinya ialah bahwa Raja yang 
memerintah daerah swapraja berwenang menghadiri sidang hakim Gubernemen 
untuk memberitahukan pendapatnya dalam hal  kawula daerah swpraja Kasunanan 
yang tersangkut dalam perkara sebagai tergugat atau tersangka. Susunan 
kekuasaan pengadilan menurut perkara dan menurut daerah dan tata tertib acara 
pengadilan di Kasunanan. Peraturan tersebut diserahkan kepada Raja swapraja 
Kasunanan dengan persetujuan dari Residen.57 
 Hakim-hakim di Kasunanan berada di bawah pengawasan Residen. Dalam 
kontrak politik atau Veklaring keputusan-keputusan yang menjatuhkan hukuman 
selama satu tahun atau lebih, atau denda uang sebanyak seratus rupiah atau lebih 
untuk dapat dijalankan harus mendapat persetujuan dari Residen. Jika dalam hal 
persengketaan perdata salah satu pihak dalam waktu 14 hari sesudah 
pengumuman keputusan itu menuntutnya maka keputusan mengenai pokok 
perkara yang lebih daripada seratus rupiah tidak dijalankan sebelum dimintakan 
pertimbangan dari Residen.58 Residen mempunyai wewenang yang sama sebagai 
badan pengawas mengenai pengadilan-pengadilan daerah swapraja terutama di 
Kasunanan. Seperti terhadap hakim pribumi di dalam daerah yang diperintah 
langsung, Gubernur Jenderal sebagai alat pemerintahan yang tertinggi berwenang 
di dalam urusan pengadilan-pengadilan daerah swpraja. 
                                                 
57 Purwadi, op.cit., hal., 84. 
 
58 Ibid, hal., 85. 
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 Swapraja Kasunanan hanya mempunyai kekuasaan mengadili terhadap 
keluarga sedarah sampai dengan keturunan keempat dari Raja dan juga terhadap 
pegawai-pegawai tertinggi di wilayah Kasunanan. 
2. Kewenangan Peradilan di Swapraja Kasunanan 
Wewenang hakim-hakim di daerah Swapraja diterangkan dalam Rijksblad 
atau lembaran dalam pemerintahan Negara. Di dalam lembaran Negara tersebut di 
jelaskan mengenai peraruran-peraturan serta norma dalam menjalankan sistem 
peradilan. Hal ini berlaku untuk keempat daerah swapraja yaitu, Kasunanan, 
Kasultanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Menurut peraturan dalam 
lembaran Negara pekerjaan hakim-hakim daerah swapraja Kasunanan terikat 
kepada aturan-aturan sebagai berikut: 
a. Pengadilan-pengadilan Kasunanan berwenang  dalam perkara pidana, jika 
perbutannya dilakukan di dalam daerah Kasunanan. 
b. Pengadilan-pengadilan Kasunanan berwenang dalam perkara perdata, jika 
tergugat berdiam di daerah-daerah Kasunanan.59 
Untuk daerah Surakarta bahwa tergugat atau tersangka harus termasuk 
salah satu golongan orang yang disebut dalam isi kontrak politik diatas. Keluarga 
sedarah atau keturunan Raja yang sedang memerintah dan para pegawai-pegawai 
Kerajaan. Dalam hal itu, bagaimana kedudukan penggugat dalam perkara tidak 
dipedulikan asal daerahnya. Juga dalam perkara rapak, dan perceraian kekuasaan 
                                                 
59 Rijksblad Surakarta No. 6, (Surakarta: Sasana Pustaka, 1930), hal., 8. 
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mengadili bagi pengadilan di Kasunanan terbatas pada keluarga Raja dan para 
pegawai Kerajaan.60 
Di daerah Swapraja Kasunanan tidak ada satu perkara pun terhadap 
keluarga Raja yang ditarik dari kekuasaan hakim daerah Swapraja. Semua perkara 
pidana jika perbuatannya dilakukan dalam daerah swapraja Kasunanan dan semua 
perkara perdata yang tergugatnya berdiam di daerah Kasunanan maka harus 
dihadapkan ke pengadilan-pengadilan Kasunanan.61 Peraturan yang dikeluarkan 
oleh Sunan bersama-sama dengan persetujuan dari Gubernemen yang diumumkan 
ke rakyat daerah Swapraja yaitu bahwa dalam hal seorang tergugat atau tersangka 
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lebih dari seorang Raja, atau apabila 
dalam satu perkara ada tersangkut beberapa orang yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan dengan Raja-raja yang berlainan maka berlakulah peraturan dari 
hakim-hakim dari Raja dengan siapa yang tergugat atau tersangka mempunyai 
hubungan kekeluargaan yang terdekat. Dalam perkara pidana tersebut dibawa ke 
muka hakim Swapraja Kasunanan yang di dalam daerah perbuatan pidana tersebut 
dilakukan.62 Selanjutnya dalam kekuasaan mengadili di dalam daerah Swapraja 
Kasunanan dibentuk beberapa lembaga-lembaga pengadilan yang mempunyai 
wewenang dalam perkara atau pelanggaran yang terjadi di wilayah Kasunanan. 
Adapun lembaga-lembaga pengadilan daerah Kasunanan yang termuat dalam 
lembaran negara atau Rijksblad Surakarta tahun 1930 antara lain, Pengadilan 
                                                 
60 Supomo, op.cit., hal., 67-68. 
 
61 R. M Karno, Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinuhun Pakubuwana X (1893-
1939), (Jakarta: Yayasan Pembangunan Jakarta, 1990), hal., 84.  
 
62 Ibid, hal., 89. 
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Balemangu, Pengadilan Kadipaten Anom,. Pengadilan Surambi, dan Pengadilan 
Pradata 
B. Pengadilan Balemangu 
Pengadilan Balemangu ini berpusat di Kepatihan dan Patih yang 
berkedudukan sebagai hakim kepala. Maka pengadilan ini juga disebut Pengadilan 
Balemangu Kepatihan. Dasar untuk pelaksanaan pengadilan Balemangu ialah 
perjanjian antara Sunan Pakubuwanan II di Kartasura dengan Kompeni Belanda 
pada tanggal 7 Maret 1737, jadi pengadilan ini berdiri tahun 1737 dan bahwa 
apabila terjadi penduduk Jawa melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran 
hukum meskipun orangnya Kompeni itu tetap harus diadili oleh pengadilan 
Balemangu.63 Kemudian pada masa pemerintahan Pakubuwana IV, terdapat 
ketentuan  dalam Serat Nawala Pradata sebagai berikut: 
Prakara ping 37: 
”Lan sarupane wong kang padha apara padu, aja ana wani-wani amaido 
utawa mogok ing pangadhilan. Ingkang dhingin pengadhilan ing Kapatihan, 
kapindho pangadhilan ing Pradata, kaping telu pangadhilan Surambi.”64 
Dari kutipan tersebut dijelaskan apabila seseorang melakukan pelanggaran 
akan ditangani oleh pengadilan Kepatihan, Pradata, dan Surambi. Perubahan 
tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 1818. Agaknya memang terjadi 
pengelompokan dan penyederhanaan lembaga pengadilan. Pengadilan Balemangu 
Kepatihan dan pengadilan Pradata berhubung masalah yang ditangani meliputi 
                                                 
63 Serat Perjanjian Dalem Nata, (Surakarta: Radya Pustaka, 1940), hal., 41. 
 
64 Nawala Pradata Pakubuwana IV, (Surakarta: Radya Pustaka, 1818), hal., 58. 
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masalah Kawula Dalem, maka disatukan dalam bentuk pengadilan Pradata. 
Kemudian pada tahun 1831 tradisi tersebut mengalami perubahan lagi atas saran 
Residen JI. Van Sevenhoven di mana orang Jawa yang bersalah dan menjadi 
orangnya Kompeni tetap Kompeni yang mengadilinya. Sejak itu Pemerintah 
Belanda mendirikan pengadilan Karesidenan atau Residentie Raad dengan 
keputusan dari Gubernur Surakarta tanggal 11 Juni 1831.65 Tugas lembaga 
pengadilan ini adalah menangani segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
penduduk pribumi bukan Kawula Dalem Kerajaan Surakarta, serta Kawula Dalem 
yang terlibat dalam perkara tersebut. 
Masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditangani oleh pengadilan 
Balemangu juga berhubungan dengan masalah perkara tanah lungguh serta tanah 
sewa. Pada masa pengadilan Balemangu tersebut, pelaksana pengadilan adalah 
Patih Dalem dengan dibantu oleh Abdi Dalem Bupati Nayaka Wolu dan Abdi 
Dalem Bupati Patih Kadipaten Anom. Inilah yang kemudian disebut dengan 
Mantri sadasa bahwa dalam pratek pelaksanaan tugas pengadilan oleh Patih 
diserahkan kepada Mantri Sadasa. Istilah Mantri sadasa tersebut dijelaskan dalam 
kalimat Angger Sadasa sebagai berikut 
”..Terang dhawuh dalem...kang inggih punika wau sampun katamtokaken 
pangadhilan ing Kanjeng Parentah Agung, ingkang kadhawuhaken sadayanipun 
Abdi Dalem Priyayi Mantri Sedasa.”66 
                                                 
65 Radjiman, Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat, (Surakarta: 
Toko Buku Krida, 1984), hal., 180. 
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Hari persidangan pengadilan Balemangu dilaksanakan tiap hari Minggu 
dan Rabu. Dasar yang digunakan ialah Serat Rembug Dhawuh Nagari yang 
ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1771 yang berjumlah 26 bab. Kemudian pada 
tanggal 4 Oktober 1818 surat perintah tersebut ditambah dan diadakan perubahan 
sehingga menjadi 50 bab dan kemudian disebut Angger Sadasa.67 Sistem 
peradilan dan perundangan berjalan terus dengan segala perubahannya. Pada masa 
pemerintahan Pakubuwana VII menurut Serat Angger Gunung tanggal 12 Oktober 
1840 lembaga pengadilan hanya tinggal tiga saja, yaitu Pengadilan Kepatihan, 
pengadilan Pradata, dan Pengadilan Surambi. Seperti dijelaskan dalam Serat 
Angger Gunung sebagai berikut: 
Bab kaping 101. 
”Apadene maneh sarupane kawulaningsunn Tumenggung Gunung, 
sakancane kabeh, iku padha rumeksa ing salakunane pangadhilan ing Paseban 
Mangu Kapatihan, karo ing Pradataningsun, telu ing lakuning pengadhilan 
khukum ing Surambiningsun”68 
 Dalam perkembangan selanjutnya masih dalam masa pemerintahan 
Pakubuwana VII, perubahan yang menyolok terjadi pada tahun 1847. Sejak tahun 
1847 pengadilan Balemangu dihapuskan. Penghapusan tersebut dilaksanakan atas 
saran dan pertimbangan dari  Van Nes anggota dari Raad Van Indie dan Mr. 
Baron Van Geer Residen Surakarta. Penghapusan itu didasarkan pada kenyataan, 
bahwa Pengadilan Balemangu tidak mampu lagi menangani masalah perkara 
pelanggaran akibat semakin banyaknya masalah yang timbul dalam kehidupan 
                                                 
67 Radjiman, op. cit., hal., 181. 
68 Serat Angger Gunung, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1840), hal., 107. 
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bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam isi Serat perjanjian Dalem Nata 
sebagai berikut: 
 ” Kalih dening malih, sarehning kadadosanipun awoning kawontenan wau 
sakalakung saking ambebayani, ing atasipun lestantuning kasenengan sarta 
ketentreman, punapa dene sanget risaking tata ingkang prayogi, tuwin sirnaning 
wilujeng sarta karaharjanipun tetiyang alit, malah asring ngantos boten mawang 
ingkang sampun leres dados wewenang tuwin Raja darbekipun.”69 Dari 
pernyataan tersebut jelaskan bahwa pengadilan Balemangu dinilai tidak mampu 
lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, Maka perlu adanya lembaga pengadilan 
baru yang memenuhi syarat dan mampu menangani segala masalah pengadilan. 
 Pengaruh Pemerintah Kolonial memang semakin kuat juga dalam bidang 
pengadilan ini. Untuk mengganti pengadilan Balemangu dijelaskan dalam bab 2 
Serat Perjanjian Dalem Nata yaitu ” Kang kapercaya angetrapake bebeneran ana 
ing Kraton Surakarta yaiku ing Kadipaten, ing Surambi, lan ing Pradata..., 
Apadene bebeneran ing Balemangu saiki kasuwak.”70 Dari penjelasan tersebut 
pengganti Pengadilan Balemangu ialah Kadipaten, Surambi dan Pradata. 
Selanjutnya untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan sistem 
pengadilan baru tersebut wilayah Kasunanan dibagi menjadi enam daerah 
Kabupaten Gunung atau Kabupaten Polisi sebagai realisasi pemerintahan Sunan 
yang dijelaskan dalam Serat Angger Gunung yaitu, 
                                                 
69 Serat Perjanjian Dalem Nata, op. cit., hal., 120. 
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 ” Mungguh keh sethithiking Tumenggung kang kapracaya nyekel 
prapentahan ing desa, apadene panggonane omah iku ing mburi bakal 
katamtokake marang Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan nganggo tepang 
rembag karo tuwan Residen.”71 
Selanjutnya keenam daerah Kabupaten tersebut ialah Kabupaten 
Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, dan Sragen. Dijelaskan dalam 
Serat Angger Gunung wakil Patih di keenam daerah Kabupaten Gunung atau 
Polisi sebagai berikut 
Tabel 2 
Wakil Patih di Daerah Kabupaten Gunung 
















Sumber: Serat Angger Gunung, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1840), hal., 57. 
Para Bupati Gunung atau Bupati Polisi tersebut diberi tugas kepolisian 
seperti dalam penjelasan bab 16 Serat Angger Gunung yaitu, ”Para Tumenggung 
kawajiban rumeksa amurih tata tentreming bawahe dhewe-dhewe sarta padha 




kabawah marang Raden Adipati.”72 Dari kutipan tersebut jelas bahwa para Bupati 
Polisi tersebut berada di bawah perintah Patih mereka bertanggung jawab kepada 
Patih. Mereka adalah wakil patih di daerah-daerah yang menjadi wilayahnya. 
C. Pengadilan Kadipaten Anom 
Munculnya lembaga pengadilan baru yaitu Kadipaten Anom pada tahun 
1831, yaitu bersamaan dengan didirikannya Pengadilan Karesidenan atau 
Residentie Raad sebagai realisasi surat keputusan Gubernur Surakarta pada 
tanggal 11 Juni 1831. Isi pokok surat keputusan tersebut antara lain yaitu: 
” Menawi abdine Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan anglakoni kadurjanan 
kanthi abdine Kanjeng Gupermen, iku bakal karampung dening Residentie Raad, 
dene yen kanthi bangsa Walanda utawa Landa pranakan, iku bakal karampungan 
dening Raad Van Justie ing Semarang.”73  
Berhubung di Surakarta telah terdapat tradisi apabila seorang Sentana Dalem 
bersalah, maka yang menjatuhkan vonis pengadilan adalah Raja sendiri. Untuk 
melangsungkan tradisi tersebut, maka dalam surat keputusan menyatakan bahwa 
pengadilan bagi Sentana Dalem tetap masih di bawah kekuasaan Raja Jawa atau 
Sunan walaupun perkaranya melibatkan bangsa Belanda atau keturunan Belanda. 
Nama Pengadilan Kasentanan itu disebut Pengadilan Kadipaten Anom. 
Selanjutnya dalam Staasblad tahun 1847, yaitu  
” Mungguh keh sethithiking Pangeran srta Wadana kang angrembug 
prakara ana ing Kadipaten iku Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan kang 
bakal anamtokake, arta anggalih ing prayoga parlune, sakehing para padu 
kang lawanan padha Sentana, awit dene menawa Santana ginugat ing wong 
cilik, iku bubuhane Kadipaten kang ambeneri, Apadene prakara kang wis 
                                                 
72 Serat Angger Gunung, op. cit., hal., 87. 
73 Pangreh Praja Bond, op. cit., hal., 134. 
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karampungan ing Kadipaten kena katangekake katurake maneh ana ing 
Pradata.”74 
 
  Dari penjelasan tersebut, maka segala perkara yang tidak dapat 
diselesaikan di Pengadilan Kadipaten Anom dapat naik banding ke tingkat 
Pengadilan Pradata. Selanjutnya Pengadilan Kadipaten Anom ini akhirnya 
dihapuskan bersamaan dengan hapusnya pengadilan Balemangu pada tahun 1847, 
dan segala masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Sentana Dalem akan 
ditangani oleh Pengadilan Pradata. Sejak masa pemerintahan Pakubuwana X 
(1893-1939), Pengadilan  Kadipaten Anom ini jelas sudah tidak ada lagi. 
D. Pengadilan Surambi 
Lembaga pengadilan Surambi sudah ada sejak jaman Kartasura. Pada 
masa Kartasura kekuasaan pengadilan yang dipimpin oleh seorang Penghulu ini 
sangat besar. Selain menangani masalah persengketaan keluarga, masalah 
warisan, pernikahan, perceraian, dan harta Gana-gini juga diberi tugas 
memutuskan segala perkara dari pengadilan Pradata dan pengadilan Balemangu 
yang tidak dapat diselesaikan. Karena besarnya kekuasaan tersebut, maka dalam 
surat-suratnya pasti di awali dengan kalimat, ” ...Penget, layang Manira Parentah 
pepacak....”75 Kekuasaan Reh Kapangulon tersebut didasarkan pada surat piagam 
pada tanggal 9 April 1746 dari Sunan Pakubuwana II yang diberikan kepada Kyai 
Kasan Besari di Tegalsari, Panaraga. Dalam piagam tersebut antara lain 
disebutkan: 
                                                 
74 Stasblaad Van Nederlands  Indie No. 30, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka,1847), hal., 
22. 
 
75 Radjiman, op. cit., hal., 183. 
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” Lan manira wenangake Kyai Kasan Besari angukumi salaki rabi, kang 
wis kanggo kaya lakune nagara, kaya nafkah, waris, talak lan sapapadhane kaya 
utang piutang, titipan, gadhe lan sapapadhane, den ukumane kalawan adil, 
amung bab kisas kethok iku ora manira wenangake, lan manira idine pasah.”76 
Pada mulanya yang melaksanakan pengadilan Surambi adalah Abdi Dalem 
Pangulu dengan dibantu empat orang Ulama Baru kemudian ditambah delapan 
orang Khotib. Sejak tahun 1785 sebutan bagi Abdi Dalem Pangulu adalah 
Kanjeng Kyai Pangulu Tafsir Anom Adiningrat di Surakarta.77 Pada 
perkembangan selanjutnya pada masa pemerintahan Pakubuwana IV Pengadilan 
Surambi bertugas menggunakan hukum kisas seperti dijelaskan dalam isi Serat 
Nawala Pradata sebagai berikut: 
” Anadene wong padu salaki rabi kayata wasiyat, waris sapadhene lan 
Raja pati miwah Raja tatu ingkang sepi saka sabab, iya si Pangulu ingkang 
ngakimi.”78 Dari penjelasan tersebut kelihatan bahwa seakan-akan Pengadilan 
Surambi diberi wewenang mengadakan hukum kisas . Hal tersebut tidak 
mengherankan apabila para pejabatnya diangkat oleh Sunan sendiri. Sehubungan 
dengan tugas Pengadilan Surambi ini, maka Sunan mengangkat Abdi Dalem 
Nirbaya, tugasnya menangkap penjahat dengan alat tali, Abdi Dalem Mertaulut 
bertugas memotong leher orang yang sudah diputus dihukum kisas oleh 
Pengadilan Surambi. Abdi Dalem Singanagara bertugas memotong leher 
                                                 
76 Pawarti Surakarta, (Surakarta: Sasana Pustaka,1939), hal., 90.  
 
77 Rijksblad Surakarta No. 6, op. cit., hal., 10. 
 
78 Nawala Pradata Pakubuwana IV, op. cit., hal., 90. 
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terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan keris atau dapat juga memotong 
tangan, kaki, menyayat, dan menyiksa.79 
Perkembangan selanjutnya pada masa Pemerintahan Pakubuwana VII, 
Pengadilan Surambi hanya diberi wewenang menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan Agama Islam seperti dalam Staasblad tahun 1847 sebagai 
berikut: 
” Kang dadi panggedhening Surambi, mas Pangulu akanthi ngulama 
sawatara, dadiya kancane ambeneri apadene kang gawe Pangulu lan kancane 
mau. Sarta anamtokake keh sethithiking kang angrembug prakara ana ing 
Surambi, atas Ingkang Sinuhun kangjeng Susuhunan, ingkang kagungan 
pangawasa.”80 Disamping kewenangan tersebut  diatas kekuasaan dalam Serat 
Angger Gunung juga disebutkan, ” Dene wong kang oleh parentah, yen kongsia 
tatu utawa mati mangka ahli warise ora trima, iya mulura padune menyang 
Pradataningsun, banjur kaunggahake ing Surambi mangka dadi panggugat mau, 
iya banjur ukumane apa saukumane Raja pati.81 
 Pada masa akhir pemerintahan Pakubuwana VII kewenangan Pengadilan 
Surambi semakin dipersempit, karena lembaga pengadilan ini bukan lagi sebagai 
Pengadilan bandingan dari dua lembaga pengadilan yang lain. Bahkan 
kewenangan mengadili perkara-perkara selain perkara keluarga seperti 
                                                 
79 Serat Nitik Keprajan, (Surakarta: Radya Pustaka,1936), hal., 157-158. 
 
80 Staasblad Van Nederlands  Indie No. 30, op. cit., hal., 63. 
 
81 Serat Angger Gunung, op. cit., hal., 88. 
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pernikahan, perceraian dan warisan tidak diperkenankan. Seperti dalam penjelasan 
Staasblad tahun 1847 sebagai berikut: 
 ”Apadene wewenange surambi angrampungi prakara liyane iku, utawa 
matrapi paukuman marang sarupane kadurjanan iku ing salaki rabi ing saiki 
kasuwak sarta banget kapacuhan, ora kena pisan-pisan anindakake.”82 Dari 
penjelasan tersebut jelas bahwa Pengadilan Surambi dalam kekuasaan mengadili 
di wilayah Kasunanan telah di batasi dan hanya mengurus perkara kekeluargaan. 
E. Pengadilan Pradata 
 Pengadilan Pradata adalah merupakan salah satu Pengadilan tertua di 
Kasunanan Surakarta selain Surambi. Terbentuknya pengadilan ini bersamaan 
dengan Pengadilan Surambi dan Pengadilan Balemangu.Pengadilan Pradata 
berwenang untuk menangani perkara-perkara kriminal, misalnya pembunuhan, 
penyiksaan dan sejenisnya. Sejak pindahnya Mataram ke Kartasura tepatnya pada 
masa pemerintahan Pakubuwana III (1749-1788), lembaga pengadilan ini 
mempunyai susunan sebagai berikut:83 
Ketua : Seorang  Wedana Jaksa 
 Pembantu: Dua belas orang Mantri Jaksa yang terdiri dari; 
Seorang dari Kepatihan 
Seorang dari Kadipaten Anom 
Seorang dari Pangulon 
Seorang dari Prajurit 
                                                 
82 Stasblaad Van Nederlands  Indie No. 30, loc. cit. 
 
83 Serat Nitik Keprajan, op. cit., hal., 156. 
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Delapan Abdi Dalem Bupati Nayaka 
Gelar Ngabehi natayuda sebelumnya dipakai oleh Abdi Dalem Wedana 
Jaksa, sebagai ketua Pengadilan Pradata.Pada masa Sunan Pakubuwana IV 
(1788-1820) ketua Pengadilan Pradata bergelar Ngabehi Amongpraja seperti 
dalam Serat Nawala Pradata Pakubuwana IV sebagai berikut: 
”Marmane si Ngabehi Amongpraja ingsun gadhuhi nawalaningsun, dene 
ingsun gawe kawulaningsun Jaksa ana ing Pradataningsun. Iku ingsun andikake 
marang sakehe kawulaningsun padha apara padu, iku si Ngabehi Amongpraja 
sira angganggo kang temen-temen lan ingkang resik sarta ikhlas atinira lan 
sakancanira jejenenge lawang Sarayuda kabeh.”84 
Dalam perkembangannya akibat dari pengaruh sistem administrasi 
Pemerintah Belanda, perkara-perkara sipil seperti membakar rumah, pembunuhan, 
pencurian dan sebagainya digolongkan ke dalam perkara-perkara kriminal dalam 
Pengadilan Pradata. Pemutusan perkara-perkara tersebut didasarkan pada kitab-
kitab hukum dalam pengadilan Pradata antara lain:85 
a. Serat Nawala Pradata dibuat pada tanggal 15 Mei 1771 
b. Serat Angger Sadasa dibuat pada tanggal 5 Mei 1773 
c. Serat Angger Ageng dibuat pada tanggal 21 April 1774 
d. Dan Serat Angger Gladak dibuat pada tanggal 17 Pebruari 1806 
 Pengadilan Pradata merupakan Pengadialan Reh njaba. Pengadilan ini 
melaksanakan sidangnya setiap hari Senin dan Kamis. Tempat pelaksanaan 
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85 G. P Rouffaer, op. cit., hal.,  85. 
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persidangan di sebelah utara Masjid Agung, tepatnya di sebelah barat alun-alun 
utara.86 Sejak masa pemerintahan Pakubuwana IV(1788-1820) sebagai akibat dari 
pengaruh Sistem kekuasaan Pemerintah Belanda dalam menggolongkan perkara 
kriminal menjadikan wewenang dan tugas Pengadilan Pradata semakin luas 
seperti di jelaskan dalam Serat Angger Nawala sebagai berikut: 
 ” Marmane si Ngabehi Amongpraja, iku ingsun anindakake ambeneri 
marang sakehe kawulaningsun kang padha apara padu, kajaba mung munggah 
ing Pengadilan Surambi, lan ingkang kajaba awit teka wiyoso lan ingkang kajaba 
salaki rabi, iki rupane begal, maling brandhat bedhog colong, celer juput, utang-
apiotang, aku-ingaku, obong omah.87 
 Telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksana pengadilan Pradata pada 
masa Pakubuwana IV adalah Ngabehi Amongpraja. Tugas-tugasnya 
menyelesaikan perkara-perkara pencurian, penggelapan atau bradhat, mencuri 
hewan, merampok, dan mengaku hak milik. Pada masa pemerintahan 
Pakubuwana IV perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di Pengadilan 
Pradata dapat naik banding ke Pengadilan Surambi dijelaskan dalam Serat 
Nawala Pradata yaitu,” Sakehe ingkang pdha apara padu, marang ing Pradata 
atawa munggah ing Surambi, lamunputra sentaningsun, atawa nayakaningsun 
Bupati, kaliwon sapadhene, lamun aduwe prakara anggugat marang Pradata, 
atawa munggah ing Surambi.”88 Hal tersebut menunjukkan bahwa masa 
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87 Nawala Pradata Pakubuwana IV, op. cit., hal., 3. 
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Pakubuwana IV Pengadilan Pradata berada di bawah pengadilan Surambi, karena 
hukum di Kasunanan Surakarta pada waktu itu didasarkan pada hukum Islam, 
maka lembaga agama memiliki kedudukan tertinggi. 
 Pada masa pemerintahan Pakubuwana VI (1823-1830) sejak tahun 1824 
gelar ketua pengadilan Pradata berubah menjadi Ngabehi Tumenggung. 
Dipertegas lagi pada tahun 1847 pada masa pemerintahan Pakubuwana VII (1830-
1858) Pengadilan Pradata terdiri dari Patih Dalem sebagai ketua dan dibantu 
enam orang Bupati yang diangkat oleh Sunan sebagai anggota.89 Pelaksanaan 
pengadilan juga dibantu oleh Ngabehi amongpraja dan sorang Pangulu yang 
dijelaskan dalam Serat Nawala Pradata sebagi berikut: 
” Kang dadi panggedhene ing Prdata dalem Adipati akanthi wadana 
nenem, apadene akanthi raden Tumenggung hamong praja, lan mas Pangulu 
tafsir Anom, anadene wadana mau kang gawe ingkang Sinuhun Kanjeng 
Susuhunan.”90 Dari Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengadilan 
Pradata diketuai oleh Raden Adipati yang tak lain dalah Patih Dalem dengan 
dibantu oleh raden Tumenggung amongpraja dan pengulu. Kitab undang-undang 
yang digunakan adalah Serat Angger Ageng. Pada bab 12 dari Pranatan Nagari 
ing Surakarta dijelasakan yaitu, ” Yen angetrapake bebener ana layang Angger 
Ageng”91 Serat Angger Ageng tersebut pernah mengalami beberapa kali 
perubahan. Dimulai dari terbentuknya Serat tersebut dilatarbelakangi oleh 
                                                 
89 Kabar Prapentahan, (Surakarta: Sasana Pustaka, 1932), hal., 91. 
90 Serat Perjanjian Dalem Nata, op. cit., hal., 121. 
 
91 Pawarti Surakarta, (Surakarta: Sasana Pustaka, 1939),  hal., 81. 
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terjadinya pertikain dan pembunuhan serta perang antar desa-desa di Kasunanan, 
Kasultanan, dan Mangkunegaran setelah pembagian Kerajaan. Atas desakan 
Residen diadakan pertemuan antara Patih Dalem Sosrodiningrat I dengan Patih 
Danurejo I pada tanggal 21 April 1771 yang kemudian menghasilkan Serat 
Angger Ageng dengan 16 Pasal. Sebelumnya Serat Angger Ageng jaga pernah 
mengalami perubahan sampai enam kali dari tahun 1771 sampai tahun 1818. 
Kemudian  pada tanggal 4 Oktober 1818 diadakan perubahan lagi yang 
merupakan perubahan yang terakhir.92 
Dalam perkembangannya Pengadilan Pradata mendapatkan pelimpahan 
perkara dengan dihapuskannya pengadilan Balemangu pada tahun 1847. 
Pengadilan Pradata ini juga dibentuk di luar  ibukota Kasunanan Surakarta seperti 
di daerah Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura, dan  Sragen. 
Pengadilan-pengadilan Pradata di daerah tersebut diberi otonomi oleh Sunan pada 
tahun 1847 atas desakan Residen Keuchenius (1871-1875).93 Dibentuknya 
Pengadilan-pengadilan di daerah tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan 
pengadilan di pusat. Sejumlah Bupati yang memimpin di daerah-daerah tersebut 
diangkat oleh Sunan atas persetujuan dari Residen. Mengenai tugas dari para 
bupati dan Patih Dalem sudah ditetapkan oleh Sunan. Keamanan dan ketentraman 
di daerah-daerah menjadi tanggung jawab para Bupati kepada Patih Dalem. 
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MASA REORGANISASI BIDANG HUKUM  




A. Masa Reorganisasi Peradilan Di Kasunanan Surakarta 
 
 Sistem peradilan di Kasunanan mengalami banyak perubahan sejak 
menguatnya pengaruh hukum kolonial melalui perjanjian antara Sunan dengan 
Pemerintah Belanda. Perubahan peradilan pada awalnya terjadi pada masa 
pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749) terjadi perjanjian dengan pihak 
Belanda pada tahun 1749 yang berisi tentang penyerahan kedaulatan Kerajaan 
Mataram kepada Belanda. Akibatnya Sunan dan keturunannya kehilangan 
kedaulatan atas kerajaan Mataram termasuk juga dalam bidang peradilan.94 
 Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV(1788-1820) masih mewarisi 
hasil perjanjian dari pendahulunya yaitu sebagai bawahan pemerintah Belanda. 
Satu hal yang menarik pada masa  Pakubuwana IV pengadilan Surambi menjadi 
pengadilan tertingi dan menjadi pengadilan tinggkat banding bagi pengadilan 
Pradata dan Balemangu. Sebagai konsekuensinya hukuman Kisas masih 
diberlakukan pada masa itu.95 Namun sejak tahun 1812 terjadi perjanjian antara 
Pakubuwana IV dengan Pemerintah Belanda untuk pengahapusan hukuman kisas.  
                                                 
94 G. P. Rouffaer, Swapraja, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1931), hal., 52. 
 
95 T. Roorda, Wetten de Nawala Pradata, de Angger Sadasa, de Angger Ageng, de 
Angger Gunung, de Angger Aru Biru, (Amsterdam: Muler, 1844), hal., 64. 
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 Perubahan bidang hukum terutama pada masa reorganisasi peradilan 
terjadi cukup signifikan pada masa pemerintahan Pakubuwana VII(1830-1858) 
setelah menandatangani suatu perjanjian dengan Pemerintah Belanda sebelum 
naik tahta. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Sunan menyetujui 
perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh Gubernemen dalam rangka 
perbaikan pengadilan yang akan diawasi oleh Residen. Usaha tersebut dilakukan 
agar pemerintah Belanda dapat mengendalikan sistem hukum di wilayah 
Kasunanan dengan didasarkan pada hukum kolonial. Salah satu bentuk usaha 
Belanda ialah pengangkatan Bupati sebagai pegawai pengadilan harus 
mendapatkan persetujuan dari Residen.96  
 Perkembangan selanjutnya terjadi penetapan pengadilan di wilayah 
Surakarta setelah perjanjian tahun 1847 antara Pemerintah Belanda dengan 
Pakubuwana VII yaitu terdapat empat Pengadilan di Kasunanan antara lain, 
Pengadilan Balemangu, Pradata, Surambi, dan Kadipaten Anom. Bersamaan 
dengan penetapan tersebut juga dibentuk Residentie Raad pada tahun 1831. 
Pengadilan Residentie Raad ini hanya berlaku untuk mengadili bagi sentana 
dalem yaitu keluarga Raja sampai keturunan keempat.97 Kemudian setelah tahun 
1847 pengadilan Balemangu dihapuskan dengan alasan tidak mampu 
menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebagai gantinya tugas 
dan wewenang pengadilan Balemangu dilimpahkan ke pengadilan Pradata. 
Penghapusan Balemangu tersebut mengakibatkan Pradata menangani perkara-
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perkara yang sangat luas maka setelah tahun 1847 dibagi menjadi dua bagian 
yaitu, Urusan Perkara pidana yang dikepalai oleh Kliwon jaksa kriminil, yang 
bersidang pada hari Rabu dan Sabtu. Sedangkan untuk urusan perkara perdata 
yang dikepalai oleh Kliwon jaksa sipil, yang bersidang pada hari Selasa.98 Tempat 
persidangan pun dipindahkan dari Paseban Alun-alun Utara ke Baleharja di depan 
Kepatihan. Dalam rangka penyederhanaan lembaga peradilan di Kasunanan 
dilakukan penghapusan pengadilan Balemangu kemudian diikuti penghapusan 
pengadilan Kadipaten Anom. Semua perkara yang dilakukan sentana dalem akan 
dilimpahkan ke pengadilan Pradata. 
 Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwana 
X(1893-1939) terjadi reorganisasi besar-besaran di bidang peradilan. Akibat dari 
pernyataan Sunan sebelum dinobatkan menjadi Raja yang didasarkan pada 
keluarnya Veklaring pada tanggal 25 Maret 1893. Salah satu isi Veklaring tersebut 
ialah Sunan harus melaksanakan perbaikan pengadilan sesuai dengan 
penyelesaian hukum menurut dasar hukum kolonial. Hal tersebut membawa 
dampak penyerahan wewenang peradilan di wilayah Surakarta kepada pemerintah 
Belanda yang mana seluruh sistem peradilan di wilayah Kasunanan dalam hal 
kekuasan mengadili dan pemutusan hukuman harus mendapat ijin dari Residen.99 
 Pada tahun 1901 reorganisasi peradilan dilaksanakan dalam rangka 
peyederhanaan lembaga peradilan di Kasunanan Surakarta. Residen dengan hasil 
perjanjian dengan Pakubuwana X mengambil alih kekuasaan peradilan di wilayah 
                                                 
98 Staasblad Van Nederlands Indie No. 30, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1847), hal., 
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Kasunanan dengan mengadakan reorganisasi bidang peradilan. Hasil reorganisasi 
tersebut menetapkan bahwa di Kasunanan terdapat tiga lembaga pengadilan yaitu, 
Surambi, Pradata, dan Pradata Gedhe.100 
 Hasil reorganisasi pada tahun 1901 juga menetapkan pengadilan 
Gubernemen sebagai usaha pemerintah Belanda dalam kekuasaan mengadili di 
wilayah Kasunanan. Kekuasaan tersebut dilakukan dalam penerapan hukum dan 
peradilan terhadap penduduk yang berada di Surakarta, maka pemerintah Belanda 
membagi tiga kelompok yaitu, pertama golongan Pribumi dengan kekuasan 
peradilan kerajaan Kasunanan yang telah didasarkan hukum kolonial, kedua 
golongan orang-orang Eropa dengan sistem hukum peradilan kolonial, dan ketiga 
golongan orang Timur asing dengan kekuasaan peradilan campuran tradisional 
dengan kolonial.101 
 
B. Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Peradilan Tahun 1901 Di 
Kasunanan 
 Perkembangan masa reorganisasi pada tahun 1901 membawa dampak 
yang cukup signifikan bagi pengadilan Pradata. Perubahan-perubahan terjadi 
akibat pernyataan dalam Veklaring antara Pakubuwana X(1893-1939) dengan 
Pemerintah Belanda agar melakukan perbaikan dalam bidang peradilan. Hal ini 
membuat pengadilan Pradata dalam kekuasaan mengadili sangat dibatasi. Dalam 
perkembangannya sebagai akibat pengaruh hukum kolonial beberapa perkara sipil 
                                                 
100 Rijksblaad Surakarta No.6, (Surakarta: Sasana Pustaka, 1930), hal., 96. 
 
101 Riyanto, op. cit., hal., 18. 
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dalam pengadilan Pradata dijadikan perkara Kriminal, misalnya membakar rumah, 
membunuh, mencuri, gadai, dan hutang-piutang. Dalam pelaksanaan hukuman di 
pengadilan Pradata baru dapat dilaksanakan setelah  hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang dilakukan Patih dalem diserahkan kepada Sunan dan mendapat 
persetujuan Residen.102 Mengenai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 
perkara dalam pengadilan Pradata baik perkara perdata maupun pidana selama 
tiga kali dalam dua puluh empat jam. Pemberian hukuman mati baru dapat 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal. Dalam 
pemberian hukuman lainnya tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang 
bersifat  kejam ataupun yang mengakibatkan cacat. Kemudian  mengenai tempat 
pembuangan bagi narapidana yang di hukum buang ditentukan oleh Gubernur 
Jenderal.103 
 Perkembangan selanjutnya pengadilan Pradata juga dibentuk di luar Ibu 
Kota Kasunanan Surakarta seperti di daerah Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, 
Kartasura, dan Sragen. Pengadilan-pengadilan daerah tersebut diberi otonomi oleh 
Sunan atas saran Residen. Dibentuknya pengadilan di daerah-daerah tersebut 
bertujuan untuk membatasi kekuasaan pengadilan di pusat. Sejumlah Bupati yang 
memimpin di daerah daerah tersebut diangkat oleh Sunan dengan ijin Residen. 
Para Bupati akan menerima tunjangan bulanan sebanyak f 300 sebagai ganti tanah 
lungguh yang mereka serahkan yang diambil dari uang f 10.000 gulden sebagai 
                                                 





gaji bulanan para Bupati.104 Uang tersebut akan dibayarkan di kantor Residen dan 
mengenai tugas para Bupati serta para pegawainya baik hubungan diantara 
mereka maupun hubungan dengan pepatih dalem akan diatur oleh Sunan. 
Ketentraman dan keamanan di daerah-daerah menjadi tugas para bupati yang akan 
dipertanggung jawabkan kepada pepatih dalem. 
 Di dalam membedakan pengadilan Pradata di Ibu Kota Kasunanan dengan 
Pradata di daerah luar Ibu Kota  semenjak reorganisasi peradilan tahun 1901 
dibentuk tiga pengadilan Pradata yaitu, Pengadilan Pradata di Ibu Kota dinamakan 
Pradata Gedhe, pengadilan untuk daerah-daerah dinamakan Pradata Kadipaten 
dan untuk wilayah di luar Ibu Kota dinamakan Pradata Kabupaten. Pembentukan 
pengadilan-pengadilan tersebut  dijelaskan  dalam Serat Angger Nawala Pradata 
sebagai berikut, ” Sarehning Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng 
Susuhunan wis kagungan karsa, awumuhi pangadilan dalem ana sajabaning 
Negara enem panggonan karonan Pradata Kabupaten ing mangke parenging 
karsa dalem kalawanan condongi kanjeng Tuwan Residen karanan Pradata 
gedhe ing Surakarta.”105 Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa Pakubuwana 
X(1893-1939) telah menetapkan pengadilan di tiap daerah dan di luar daerah yaitu 
pengadilan Pradata Gedhe, Pradata  Kadipaten, dan Pradata Kabupaten. 
Penetapan pengadilan tersebut dilaksanakan setelah reorganisasi yang dilakukan 
Residen yang mengharuskan menggunkan sistem hukum dan peradilan Kolonial. 
 
                                                 
104 Ibid, hal., 4 
 
105 Nawala Pradata Pakubuwana, (Surakarta: Radya Pustaka, 1818), hal., 60. 
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1. Pengadilan Pradata Gedhe 
 Dalam perkembangan sistem peradilan di Kasunanan menyesuiakan 
dengan peradilan Gubernemen terus berlanjut terutama pada masa Pemerintahan 
Pakubuwana X(1893-1939) perubahan-perubahan di bidang peradilan sangat 
mencolok. Perubahan tersebut berjalan dengan reorganisasi yang dilakukan Sunan 
atas saran Residen. Reorganisasi tersebut membawa dampak pembagian 
pengadilan Pradata salah satunya ialah Pengadilan Pradata Gedhe sebagai 
pengadilan tertinggi di Ibu Kota. Pradata Gedhe dibentuk pada tahun 1903 
sebagai ketua dalam pengadilan ini ialah seorang Raden Adipati dan anggotanya 
enam Bupati Nayaka dibantu oleh Penghulu, Khotib dan Panewu sebagai 
Panitera.106 
 Selanjutnya mengenai tugas dan kewajiban serta wewenang pengadilan 
Pradata Gedhe ialah menyelesaikan perkara yang paling awal terhadap perkara 
perdata dan kejahatan yang bukan menjadi wewenang Surambi. Pengadilan 
Pradata Gedhe juga sebagai bandingan dari pengadilan Kabupaten dan 
pengadilan pradata Kadipaten yang dijelaskan yaitu, ” Pangadilan Pradata Gedhe 
kabubuhan mariksa lan ngrampungi kang dhisik dhewe sarupane prakara padu 
lan kadurjanan sarta kabubuhan amancasi karampungan Raad Surambi, 
Kabupaten, lan Kadipaten  banding ana pangadilanPradata Gedhe.”107 Dalam 
pengadilan Pradata Gedhe dilaksanakan setiap hari Rabu dan Hari Sabtu untuk 
perkara kriminal, sedang hari Selasa dan Jumat untuk perkara perdata. Tempat 
                                                 
106 Rijksblaad Surakarta No. 6, op.cit., hal., 97. 
 
107 Ibid, hal., 101. 
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sidang pengadilan Pradata Gedhe ialah di Baleharja Kepatihan dan dasar hukum 
yang digunakan ialah Angger ageng, Pranatan Nagari, dan Undang-undang yang 
dikeluarkan Patih.108 Sidang Pradata Gedhe dianggap syah apabila dihadiri oleh 
wisesa sebagai Ketua dan seorang Penghulu. Di dalam sidang tersebut Jaksa besar 
dan penghulu berkedudukan sebagai pemberi saran dan penasehat kepada Majelis 
hakim dalam memutuskan suatu perkara.109 Sejak masa reorganisasi pelaksanaan 
Pengadilan Pradata Gedhe untuk dapat dilaksanakan harus disetujui oleh 
pemerintah Belanda. 
2. Pengadilan Pradata Kadipaten 
 Pengadilan ini dibentuk bersamaan dengan pengadilan Pradata Gedhe 
sejak reorganisasi peradilan pada tahun 1901. Pengadilan Pradata Kadipaten 
menangani perkara kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Raja sampai derajat 
keempat. Sebenarnya urusan yang menjadi kewenangan  Pradata Kadipaten 
hampir sama dengan Pradata Gedhe hanya kedudukannya lebih rendah. Anggota 
dalam pengadilan Pradata Kadipaten dipegang oleh seorang ketua Pepatih dalem. 
Dalam pemutusan perkara pengadilan Kadipaten harus mendapat pengesahan dari 
pengadilan Pradata Gedhe. Kedudukan Pradata Kadipaten hanya sebagai bawahan 
Pradata Gedhe pada masa reorganisasi tahun 1901 lingkupnya lebih terbatas 
dikarenakan pengaruh hukum kolonial Kemudian tahun 1903 susunan anggota 
pengadilan Pradata Kadipaten ditambah dengan seorang Mantri yang bertugas 
                                                 
108 Radjiman, Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat, (Surakarta: 
Toko Buku Krida, 1982), hal., 253. 
 
109 Rikjsblaad Surakarta No. 6, op. cit., hal., 104. 
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memanggil orang-orang yang berpangkat diatas mantri untuk hadir dalm 
persidangan.110 
3. Pengadilan Pradata Kabupaten 
 Pengadilan ini didirikan sejak tahun 1901 bersamaan dengan pengadilan 
Pradata Gedhe dan Pradata Kadipaten. Kekuasaan menangani dalam pengadilan 
ini mengurusi perkara kejahatan yang dilakukan keluarga Raja serta para Bupati 
dan keluarganya yang berkedudukan di luar Ibu Kota.111 Susunan anggota dalam 
Pengadilan Pradata Kabupaten sama dengan Pradata Gedhe yang diketuai oleh 
Seorang Patih. Perkara sipil yang ditangani Pradata Kabupaten apabila diganti 
dengan denda tidak lebih dari lima puluh rupiah. Peraturan tersebut sudah tentu 
tidak menguntungkan para kalangan istana, sebab akan timbul masalah apabila 
seorang sentana dalem menjadi Kawula Gubernemen apabila melakukan 
pelanggaran siapakah yang akan mengadili, maka sebagai pemecahannya apabila 
sentana dalem yang menjadi kawula Gubernemen melakukan pelanggaran tetap 
menjadi tanggung jawab Gubernemen.112 Masalah yang kedua ialah apabila 
seorang di suatu daerah melakukan pelanggaran, maka pengadilan Pradata di 




                                                 
110 Radjiman, op. cit., hal., 247. 
 
111 Darsiti Soeratman,  Kehidupan Dunia Kraton Surakarta (1830-1939),  (Yogyakarta: 
Taman Siswa, 1989), hal., 83. 
 
112 Radjiman, op.cit., hal., 246. 
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4. Pembentukan Lembaga Bantuan Polisi 
Perkembangan hukum di Kasunanan setelah masa reorganisasi mengalami 
kemajuan dalam pembentukan lembaga keamanan masyarakat. Dalam 
melaksanakan tugasnya pengadilan Pradata dibantu oleh lembaga polisi dalam 
menangani tindakan kriminal di Surakarta. Lembaga polisi sebenarnya sudah ada 
sebelum masa reorganisasi namun pada tahun 1900 mengalami perbaikan atas 
saran Residen kepada Sunan Pakubuwana X. Perbaikan kepolisian dilaksanakan 
atas kerjasama dengan pemerintah Kolonial. Usaha Pemerintah Kerajaan dan 
Pemerintah Kolonial dalam meminimalisir kejahatan di Surakarta adalah dengan 
memperbaiki kepolisian di Kasunanan serta pembentukan kelompok reserse 
langsung yang berada dibawah Asisten Residen dan Komisaris Polisi.113 
Perbaikan kepolisian dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang bertugas 
membantu kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Untuk wilayah Kasunanan 
lembaga tersebut bernama “Djogowesti” yang memiliki formasi: 13 langsir, 24 
reksopidono, 12 kadjineman, 84 djogowesti, 144 djogolastris dan 5 mantri polisi 
kabupaten patuh, sehingga totalnya adalah 282 pegawai.114  
Dalam melaksanakan tugasnya Djogowesti memiliki tugas yang sama 
yaitu membantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketentraman di wilayahnya 
masing-masing. Dalam melakukan pengejaran apabila ada pelaku perbanditan 
yang melarikan diri keluar dari wilayah salah satu negara lalu masuk ke wilayah 
negara lain maka kedua lembaga tersebut melakukan kerjasama guna 
                                                 
113Solewijn Gelpke, Memorie Van Overgave, (Mangkunegaran: Rekso Pustoko,1918), 
hal., 74.   
 
114Rijksblad Soerakarta No 25,  (Surakarta: Sasono Pustoko, 1915), hal., 217.  
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memudahkan penangkapan pelaku perbanditan tersebut, tetapi ketika memasuki 
wilayah negara lain harus mematuhi peraturan negara tersebut dan apabila 
tertangkap maka pelaku perbanditan harus diserahkan terlebih dahulu kepada 
pihak yang berwenang di negara tersebut.115 Dalam bertugas anggota Djogowesti 
membawa senjata yang disediakan oleh Pemerintah masing-masing, senjata 
tersebut antara lain berupa: pedang, gembel kayu atau karet, peluit dan borgol. 
Pegawai Djogowesti yang bukan bangsa Jawa atau pribumi disediakan senjata 
yang berupa pistol (revolver), gembel karet serta pedang. Senjata-senjata tersebut 
sangat berguna untuk melawan, melumpuhkan para bandit dan juga digunakan 
untuk melindungi diri dari serangan pihak lawan. Selain itu senjata-senjata 
tersebut juga berguna untuk menakuti para penjahat karena mengetahui bahwa 
para penjaga keamanan telah bersenjata lengkap. 
Tugas Djogowesti antara lain yaitu: menjaga pos yang terdapat di tempat-
tempat ramai, pasar, stasuin, halte trem, perempatan jalan dan pos-pos yang telah 
disediakan. Dalam menjaga tempat-tempat tersebut diperlukan adanya 
pengawasan terhadap orang-orang yang lewat. Adapun petugas jaga yang 
bergiliran siang dan malam dalam melaksanakan tugasnya, dalam setiap pos jaga 
ditempati oleh tiga orang yang setiap orang bergiliran jaga masing-masing selama 
delapan jam sehari dan di dalam pos jaga dilengkapi dengan bendhe dan 
kenthongan. Sistem penjagaan keamanan tidak hanya dilakukan di pos-pos jaga 
saja, melainkan dilakukan perondaan atau patroli baik siang maupun malam hari 
yang berguna untuk semakin meningkatkan keamanan, ronda diutamakan 
                                                 




dilakukan pada malam hari karena perbanditan sering dilakukan pada malam hari. 
Para peronda ini melakukan perondaan atau patroli di dalam kota di daerah yang 
ramai maupun sepi serta melakukan pengecekkan terhadap petugas yang berjaga 
di pos apabila sewaktu-waktu sedang membutuhkan pertolongan. Perondaan 
tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda.116 
Tabel 3 
 Pembagian Wilayah Kerja Djogowesti Sesuai Reorganisasi Polisi di 
Wilayah Kasunanan 




Pos Jaga Jam 6 pagi 
hingga jam 
2 siang 
Jam 2 siang 
hingga 
10 malam 
Jam 10 malam 





















































































Sumber :  Rijksblad Soerakarta No 25 Tahun 1915, Surakarta: Sasono Pustoko 
Kasunanan. 
                                                 
116Rijksblad Soerakarta, op. cit., hal., 120. 
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Berikut ini adalah jumlah petugas ronda untuk wilayah Kasunanan pada 
tahun 1901. 
Tabel 4 



































Sumber :  Rijksblad Soerakarta No. 25 1915, Surakarta : Sasono Pustoko 
Kasunanan. 
 
Selain berbagai tugas dan kewajiban Djogowesti tersebut diatas juga 
terdapat insentif yang berupa uang bagi pegawai Djogowesti yang berhasil 
menangkap pelaku perbanditan atau kejahatan lainnya. Insentif ini berupa uang 
yang berjumlah paling sedikit satu rupiah dan paling banyak sepuluh rupiah. 
Selain itu maraknya perbanditan membuat para pedagang-pedagang Cina juga 
melakukan hal yang serupa dengan memberikan uang dengan tujuan untuk 
meningkatkan kinerja petugas kepolisian yaitu sebesar 20 sen buat satu rampok 
yang berhasil petugas tangkap.117 Dengan adanya insentif ini diharapkan mampu 
meningkatkan kinerja pegawai Djogowesti dalam menumpas kriminalitas. 
                                                 
 117“Doea Poeloeh Cent Boeat Satu Rampok”, Sin Po, 31 Januari 1901.  
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Berikut ini adalah jumlah pegawai Djogowesti seperti yang disebutkan 
dalam rijksblad Mangkunegaran dan Surakarta: 
Tabel 5 
Jumlah Pegawai Djogowesti 







Jaga pos ronda 











 Total 225 
Sumber :  Rijksblad Mangkunegaran No. 28 Tahun 1917 dan Rijksblad 
Soerakarta No. 25 Tahun 1915 
 
C.  Kasus-kasus Kejahatan yang telah ditangani Pengadilan Pradata 
Sebelum dan sesudah masa reorganisasi hukum peran pengadilan Pradata 
mengalami perkembangan. Beberapa tindakan kejahatan dapat ditangani 
pengadilan Pradata sebagai lembaga hukum yang berada di Kasunanan. 
Kekuasaan pengadilan di Kasunanan setelah reorganisasi sangat dibatasi oleh 
pemerintah Kolonial namun pengadilan Pradata mampu menangani beberapa 
kasus kejahatan yang berada di Ibu Kota. Gangguan keamanan khususnya 
kejahatan semakin meluas dan semakin sering terjadi di Surakarta mulai terjadi 
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pada tahun 1885.118 Keadaan ini semakin membuat Pemerintah gerah dan 
membuat para penyewa tanah merasa terancam keselamatan jiwa dan hartanya. 
Tindakan kejahatan banyak dilakukan oleh kaum perbanditan yang tidak segan-
segan melukai korbannya. Sebelum dan sesudah  masa reorganisasi hukum 
pengadilan Pradata telah menangani beberapa kasus kejahatan. Berikut ini akan 
ditunjukkan beberapa kasus kejahatan atau pengkecuan yang telah ditangani 
pengadilan Pradata yang terjadi di daerah Surakarta. 
 Kejadian pengkecuan terjadi di desa Kretek di daerah Sragen yaitu pada 
tanggal 15 November 1873, pengkecuan atau perampokan tersebut terjadi di 
rumah seorang bekel dan dilakukan oleh dua puluh pelaku yang berhasil 
membawa kabur uang senilai 108,84 Gulden, 11 ekor kerbau dan beberapa pikul 
padi.119 Pada tanggal 9 Januari 1885 terjadi kasus pengkecuan terhadap seorang 
bekel yang bernama Sumowedono di desa Onggopatran, Klaten. Pelaku 
pengkecuan tersebut berhasil membawa lari harta senilai 1117,50 Gulden.120 
Peristiwa tersebut dapat ditangani pengadilan Pradata dengan menangkap pelaku 
yang dilakukan oleh Polisi Kasunanan pada tanggal 20 Januari 1885. Proses 
selanjutnya para pelaku dibawa ke Ibu Kota dan diadili di tempat Baleharjo 
Kepatihan. Perampokan tersebut berdasar keputusan sidang dengan hukuman 
denda seratus rupiah dan kurungan penjara selama tiga bulan.121  
                                                 
118 Riyanto, op. cit.,  hal., 21. 
 
 119Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920), 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal., 156-161.  
 
 120Ibid.  
 
121 Serat Angger Gunung, (Mangkunegaran: Reksa Pustaka, 1840), hal., 25. 
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Pada tanggal 24 Juli 1898 malam hari terjadi pengkecuan atau 
perampokan yang dilakukan oleh enam belas orang terhadap seorang penyewa 
tanah yang bernama Josep di Klaten, pelaku kemudian membunuh penyewa tanah 
tersebut. Perampokan tersebut dilakukan oleh 16 orang pelaku.122 Pada tanggal 8 
Februari 1900 terjadi pengkecuan atau perampokan di Daerah Klaten terhadap 
seorang pedagang Cina yang membawa uang senilai 1000 Gulden.123 Pada tanggal 
17 Februari 1900 pukul tiga dini hari terjadi kasus pengkoyokan di rumah seorang 
yang bernama Aswari di desa Djaranledok, kelurahan Goeli, onderdistrik 
Nogosari. Pengkoyokan tersebut dilakukan oleh empat orang dan berhasil 
membawa kabur barang-barang senilai 34,10 Gulden. Mereka  berhasil memasuki 
rumah korban setelah terlebih dahulu merusak pintu dapur.124  
Pada tanggal 16 Juli 1901 rumah Djojosemito di desa Ngluwang yang 
berada di bawah kelurahan Kriwen Sukoharjo telah kemasukan kecu yang berhasil 
mengambil dua bilah keris dan beberapa lambar kain dan baju. Kerugiannya 
diperkirakan senilai 40 Gulden.125 Terjadi perampokan di Laweyan pada tanggal 
30 Juli 1901 oleh lima orang bersenjata revolver dan golok terhadap haji 
Doelmanam, tetapi korban dapat melawan para bandit tersebut dengan dibantu 
beberapa karyawannya sehingga satu dari lima kawanan bandit tersebut dapat 
ditangkap.126 Pada minggu itu terjadi perbanditan atau pencurian terhadap Kadji 
                                                 
122 Darsiti Soeratman, op. cit., hal., 80. 
 
 123”Rampok”, Darmo Kondo, 9 Februari 1900, hal 2. 
 
125Ibid, hal., 3. 
 
 126“Perampok di Lawian”, Darmo Kondo, 30 Juli 1901, hal., 
 83 
Kalimah di kampung Patang puluhan. Para bandit tersebut masuk dengan merusak 
pintu dan berhasil mengambil beberapa barang yang berupa kain senilai 300 
Gulden dan 300 Rupiah lebih. Bandit tersebut berhasil melarikan diri.127  
Pada tanggal 16 Juli 1901 pada malam hari terjadi perampokan terhadap 
seorang cina, para bandit tersebut bersenjatakan revolver dan golok. Bandit itu 
berhasil membawa harta benda senilai 3100 Gulden.128 Pelaku perbanditan tidak 
hanya datang dari rakyat biasa, tetapi bangsawanpun ada yang menjadi pelaku 
pengkecuan. Pengkecuan tersebut dilakukan oleh Pangeran Ario Hadiningrat pada 
bulan Desember, Pangeran Ario Hadiningrat melakukan pengkecuan terhadap 
seorang keturunan cina di daerah kampung Poerwodiningratan dan berhasil 
membawa harta korban senilai 127,5 Gulden.129 Kasus-kasus pengkecuan tersebut 
semakin meresahkan masyarakat karena disamping terjadi hampir setiap malam 
juga karena para pelaku pengkecuan tersebut bertindak kejam Kasus-kasus 
tersebut dapat ditangani Pengadilan Pradata dengan bantuan polisi yang 
melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah ada laporan dari para Bupati 
Gunung dari daerah kejahatan yang dilakukan yang kemudian dilakukan 
pemeriksaan oleh Patih dalem yang  akan dikirimkan bahan-bahan hasil 
pemeriksaan kepada pengadilan pusat dan diproses menurut perkara yang 
ditangani. Pengadilan Pradata seijin dari sunan telah melaksanakan tugasnya 
                                                 
 127 Serat angger Gunung, op. cit., hal., 12. 
 128Ibid 
 129Van Wijk, op. cit., hal., 18. 
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dalam menegakkan hukum di daerah Surakarta. Sebagai salah satu lembaga 
hukum pengadilan Pradata berhasil menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi 
di Surakarta. Kejahatan yang dilakukan pada umumnya terjadi di daerah pedesaan 
Surakarta dan tindakan tersebut meliputi perampokan dan pembunuhan. Setelah 
masa reorganisasi pengadilan Pradata dapat menangani beberapa kasus kejahatan 
walaupun masa reorganisasi membawa dampak pembatasan kekuasaan mengadili 
di wilayah Surakarta. Kasus-kasus kejahatan diatas ditangani pengadilan Pradata 
berdasarkan pedoman hukum nawala Pradata dan Serat Angger Ageng. Jenis 
hukuman yang dijatuhkan dalam pengadilan Pradata juga dilaksanakan 
berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta penentuan 
hukuman mati harus mendapat persetujuan dari Residen.130 
 
D. Jenis-jenis Perkara dan Kejahatan yang ditangani Pengadilan 
Pradata masa Reorganisasi Peradilan 
Dalam perkembangan hingga masa reorganisasi peradilan di Kasunanan 
kekuasaan atas suatu perkara kejahatan sangat dibatasi. Sebelum adanya 
peruabahan peradilan kewenangan Pengadilan Pradata sangat luas dan menjadi 
bandingan dari peradilan Surambi, namun setelah masa reorganisasi yang 
dilakukan Gubernemen hak mengadili bagi Pradata dibatasi. Kekuasaan 
Pengadilan Pradata hanya menangani masalah kriminal dan pemberian hukuman 
harus dilaksanakan atas saran Residen. Pengadilan Pradata hanya berkuasa 
mengadili kawula dalem di wilayah Kasunanan dan sejak masa reorganisasi tahun 
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1901 pemerintah Belanda menerbitkan Undang-undang Strafwetboek sebagai 
buku pegangan hukum di wilayah Kasunanan. 131 
1. Perkara Pembunuhan 
 Perkara pembunuhan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan 
seseorang dengan disengaja merupakan persamaan dengan membunuh Raja. 
Perbuatan tersebut ditangani pengadilan Pradata berdasar undang-undang 
Strafwetboek yang telah ditetapkan oleh Residen. Pada masa reorganisasi perkara 
pembunuhan dengan disengaja dijelaskan yaitu, ” Singa wonge kang dosa mateni 
wong, mateni wong tuwa utawa angracun kapatrapan khukum pati”.132 Dari 
kutipan tersebut dijelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan seseorang 
diartikan juga membunuh Raja. Kemudian untuk hukuman yang akan dijatuhkan 
oleh Pengadilan Pradata ialah, ” Singa wonge kang mateni utawa agawe patine 
wong iku ukumane nyambut gawe peksan ora nganggo karante lawase telung sasi 
tumekane rong taun”.133 Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa hukuman yang 
dijatuhkan pada seorang terdakwa tindak pembunuhan ialah kerja paksa 
selamatiga bulan atau denda uang sebesar tiga ratus rupiah. 
 Peristiwa pembunuhan terejadi di desa Onggopratan, Klaten pada tanggal 
9 Januari 1898 yang dilakukan oleh sekelompok orang atau juga disebut 
Pengkecuan. Peristiwa perampokan yang menyebabkan pembunuhan tersebut 
dilakukan terhadap seeorang bekel yang bernama Hadiwijoyoyang tinggal di desa 
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Klaten. Peristiwa tersebut berhasil membawa lari harta senilai 117,50 gulden.134 
Peristiwa tersebut dapat ditangani pengadilan Pradata setelah adanya laporan dari 
Bupati gunung atau polisi Klaten. Bupati tersebut mengirimkan laporan 
pembunuhan kepada patih ndalem Kasunanan yang kemudian atas saran Sunan 
diselesaikan oleh pengadilan Pradata. Peristiwa pembunuhan tersebut oleh Bupati 
Polisi Klaten dilakukan pemeriksaan di tempat rumah korban Hadiwijoyo. Para 
Bupati Polisi melaksanakan tugas sesuai dalam peraturan pemerintah Belanda 
bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum di tiap daerah yang diperintah oleh para 
Bupati wajib melaporkan kepada patih dalem.135 Setelah hasil pemeriksaan 
dilakukan oleh Bupati Polisi Klaten proses pengejaran dilakukan oleh pegawai 
djogowesti. Patih dalem berada di bawah kekuasaan Residen memgang kekuasaan 
tertinggi apabila menerima orang-orang yang ditahan. Dua hari setelah kejadian 
tersebut dilakukan pengejaran oleh polisi Kasunanan guna melacak tersangka 
pembunuhan di Klaten. Proses pengejaran membawa hasil dengan menangkap 
pelaku di daerah Klaten dan menyerahkan kepada pemerintah guna diadili oleh 
Pradata. Patih dalem membawa tersangka pembunuhan di Klaten ke Ibu Kota 
guna  diadili.136 Persidangan dilakukan di Baleharjo Kepatihan dengan dipimpin 
oleh seorang Wisesa sebagai Ketua dibantu oleh dua Jaksa besar. Tindakan 
kriminal tersebut dalam putusan persidangan Pradata digolongkan sebagai perkara 
pidana. Persidangan dilakukan setelah patih dalem mengirimkan bahan-bahan 
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pemeriksaan yang telah dilakukan selam tiga kali dua puluh empat jam. Putusan 
dalam sidang Pengadilan Pradata kasus pembunuhan tersebut dijatuhkan hukuman 
penjara selama tiga bulan serta kerja paksa kepada pemerintah Kolonial.137 
2. Perkara Pencurian 
Salah satu perkara yang ditangani pengadilan Pradata ialah tindakan 
pencurian. Pada awalnya tindakan pencurian yang ditangani pengadilan Pradata 
tidak terlalu berat. Pada Masa pemerintahan Pakubuwana VII(1830-1858) tidak 
banyak menyebutkan pasal-pasal mengenai kejahatan pencurian. Di dalam Serat 
Angger Gunung dijelaskan, ” Wong nyolong, njupuk, nyeler, nyobrot barang 
dagangan utawa saliyane mangka kongsi tatu utawa mati dadiya kewajibane 
bandar pasar mau”.138 Dari kutipan tersebut dijelaskan sebenarnya kejahatan 
pencurian tidak menjadi urusan pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bandar 
pasar. Setelah masa reorganisasi tindakan pencurian digolongkan dalam perkara 
pengadilan Pradata sebagai tindak pidana. Hukuman yang akan dijatuhkan bagi 
pelanggaran pencurian ialah denda uang dua kali lipat dari barang hasil curian 
tersebut. 
Kasus pencurian terjadi pada tahun 1900 pada tanggal 14 Juli malam hari 
yang dilakukan oleh empat orang yang dipimpin oleh Bagus Jedhik terhadap 
seorang penyewa tanah yang bernama J. Joses. Pencurian tersebut berhasil 
membawa kabur barang-barang senilai 34 gulden.139 Mereka merupakan anggota 
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dari perbanditan  yang marak terjadi di Surakarta. Peristiwa tersebut terjadi di 
wilayah Klaten di desa Ceper dan bukan pertama kalinya terjadi karena tindakan 
kriminal sudah ada sejak menguatnya sistem administrasi Kolonial. Peristiwa 
perampokan yang terjadi di Klaten tersebut dapat ditangani pengadilan Pradata 
sejak reorganisasi hukum dan peradilan. Sejak reorganisasi hukum meskipun 
kekuasaan mengadili dibatasi namun Pradata berhasil menangani kasus-kasus 
perampokan salah satunya yang terjadi di Klaten oleh bandit terhadap penyewa 
tanah pada tahun 1900. Kasus perampokan di Klaten tersebut dalam putusan 
pengadilan Pradata dikenakan hukuman denda tiga ratus rupiah dan kurungan 
selama lima bulan terhadap pelaku.140 
3. Perkara Hutang-piutang dan Gadai  
 Perkara hutang-piutang dan gadai telah diatur dalam Undang-undang yang 
ditetapkan pemerintah Belanda yang turun temurun dilaksanakan oleh Raja 
Kasunanan. Pada masa reorganisasi perkara hutang-piutang dan gadai termuat 
dalam Strafwetboek yang akan ditangani pengadilan Pradata. Tindakan Hutang-
piutang dan Gadai tidak dibenarkan apabila seorang piutang atau kreditor 
bertindak sendiri apalagi dengan melakukan kekejaman terhadap yang 
mempunyai hutang atau debitor.141 Pada masa pemerintahan Pakubuwana 
X(1893-1939) praktek gadai sudah dilarang dan apabila terjadi perkaranya 
seorang penggadai harus dilakalahkan bahkan perkara gadai tersebut dapat 
melibatkan kedua belah pihak sebagai tersangka. Pengadilan Pradata dalam 
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menangani masalah hutang-piutang dan gadai apabila salah satu pihak melakukan 
kejahatan atau kekejaman maka akan diadili serta hukuman yang akan dijatuhkan 
ialah kerja paksa paling lama lima tahun seperti yang dijelaskan dalam 
Strafwetboek yaitu, ” Ukumane saudagar kang bangbrik pasaja nyambut gawe 
peksa ora nganggo karante lawase sesai tumekane limang taun”.142 Dari kutipan 
tersebut dijelaskan putusan hukuman perkara gadai yang ditangani pengadilan 
Pradata ialah hukuman kerja paksa kurang lebih satu bulan atau paling lama lima 
tahun. 
 Pada tahun 1899 pengadilan Pradata berhasil menangani perkara hutang 
yang terjadi di wilayah Kartasura. Peristiwa tersebut terjadi ketika adanya sorang 
tuan tanah partikelir(Landheer) yang memberi pinjaman kepada penyewa tanah 
dengan ketentuan hasil panen tanah diberikan kepada tuan tanah sebagai ganti 
hutang yang dipinjam oleh penyewa tanah tersebut. Setelah adanya ketentuan 
tersebut penyewa tanah atau pemilik hutang belum mampu mengembalikan 
pinjaman karena hasil panen yang kurang dari ketentuan. Sebagai akibat tuan 
tanah memaksa dengan mengambil barang-barang dari penyewa tanah hingga 
terjadi perusakan dengan paksa. Sebagai Bupati di Kartasura seorang Demang 
yang bernama Suryoamijoyo berusaha melaporkan kejadian tersebut kepada 
Bupati Gunung Kartasura. Kasus tersebut kemudian dibawa kemuka hakim 
pengadilan Pradata untuk ditangani karena perkara tersebut digolongkan sebagai 
tindak pidana karena seorang yang berhutang dilukai oleh pemberi hutang. 
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Hukuman yang dijatuhkan dalam perkara hutang tersebut adalah kerja paksa 
selama tiga bulan kepada tuan tanah di Kartasura.143 
 
E. Peran Pengadilan Pradata di Daerah Enclave Kasunanan 
 
Setelah adanya reorganisasi peradilan pada tahun 1901 perkembangan 
hukum di wilayah Kasunanan semakin dibatasi oleh kekuasaan Kolonial. 
Kekuasaan pengadilan di Kasunanan dalam mengadili para Kawula juga terbatas 
pada pelaksanaan hukuman. Sebagaimana adanya pelaksanaan reorganisasi 
hukum pengadilan Pradata masih berwenang dalam urusan perkara pelanggaran 
yang dilakukan para sentana dalem. Pada tahun 1903 setelah reorganisasi 
pengadilan Pradata dihadapkan pada masalah pelanggaran yang dilakukan para 
Kawula yang bertempat tinggal di daerah Enclave Kasunanan. Daerah Enclave 
sebagai daerah terselip yaitu daerah suatu Swapraja yang berada di Swapraja lain. 
Dalam perkembangannya daerah Kasunanan berada di wilayah Kasultanan 
Yogyakarta.144 Daerah enclave Kasunanan tersebut meliputi Imogiri dan Kutha 
Gedhe. Dalam perkembangannya pada masa Pakubuwana X (1893-1939) sudah 
ada pembagian daerah di Kasunanan beserta Bupati Gunung yang di tempatkan di 
tiap-tiap daerah namun setelah adanya pembagian daerah tersebut masih terjadi 
perselisihan antar daerah. 
Daerah Enclave Kasunanan yang berada di wilayah Kasultanan 
Yogyakarta pada masa pemerintahan Pakubuwana X (1893-1939) dimasukkan 
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sebagai wilayah hukum Kasunanan. Meskipun demikian, perselisihan dan 
pelanggaran masih terjadi di wilayah Enclave tersebut terutama di daerah Imogiri. 
Perselisihan dan pelanggaran tersebut meliputi perang desa di daerah Imogiri  
yang diakibatkan oleh faktor pembagian tanah. Pada awalnya hubungan antar desa 
di daerah Imogiri berjalan baik dan hubungan dengan kerajaan juga berlangsung 
baik tetapi sewaktu-waktu terjadi pelanggaran oleh Kawula atas ketidakpuasan 
menyangkut masalah pembagian tanah. Pembagian tanah dan sistem pajak yang 
membebankan Kawula cilik dan Kaum  bangsawan yang diuntungkan 
menimbulkan perang antar desa di wilayah Imogiri.145 Pembagian tanah yang 
diberikan kepada kerabat Raja yang berada di daerah Enclave pada umumnya 
merupakan tanah imbalan dan sebagai status tanah jabatan. Di Daerah Imogiri 
sebagai daerah Enclave Kasunanan terjadi perselisihan antar desa yang 
menyangkut wilayah hukum Kasunanan yang sebelumnya masih ditangani oleh 
pengadilan Kasultanan. Pelanggaran tersebut terjadi sebagai akibat munculnya 
sengketa antara seorang demang yang menyewa tanah dari seorang Panewu yang 
kemudian terjadi konflik karena demang tersebut membayar pajak kurang dari 
ketentuan. Adanya konflik tersebut memicu perang antar desa di Imogiri yang 
meliputi pembakaran, perampokan, dan perusakan rumah-rumah. Sebagai wakil 
daerah Bupati Imogiri berusaha memecahkan masalah perselisihan desa tersebut 
dengan melaporkan ke Patih Dalem yang kemudian diteruskan ke Sunan.146 
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Penanganan pelanggaran yang terjadi di Imogiri atas saran Residen 
diselesaikan oleh pengadilan Kasultanan namun keadaan tersebut dianggap oleh 
Sunan sebagai perampasan kekuasaan. Untuk memecahkan masalah tersebut maka 
atas inisiatif pemerintah Belanda lewat Gubernur Surakarta diadakan perundingan 
antara Sunan dengan Sultan Yogyakarta. Hasil perundingan tersebut termuat 
dalam Staasblad tahun 1930 yang berisi bahwa semua pelanggaran yang terjadi di 
daerah Enclave Imogiri dan Kutha Gedhe yang dilakukan sentana dalem maupun 
Kawula dan terdakwa yang bertempat tinggal di daerah tersebut akan ditangani 
oleh pengadilan Pradata Gedhe Kasunanan Surakarta.147 Seperti dijelaskan yaitu,  
“ Inggih punika bahwah dalem Imogiri sarta Kutha Gedhe, Angengeh 
kawontenan punika adilipun kedah wonten ewah-ewahan malih Kanjeng 
Gupermen mulihaken wewenangipun dados nalika samanten putra sentana dalem 
ingkang kenging prakawis wonten ing bawah dalem wau, prapiksanipun sarta 
putusanipun tumindak ing pangadilan dalem pradata,”148 Dari kutipan tersebut 
diterangkan bahwa pengadilan Pradata atas ijin dari Gubernemen Surakarta 
berkuasa mengadili perkara yang terjadi di daerah Enclave yaitu Imogiri dan 
Kutha Gedhe. 
Penambahan wewenang pengadilan Pradata atas pelanggaran yang terjadi 
di daerah Enclave Kasunanan memberikan tugas baru bagi pengadilan Pradata 
meski masa reorganisasi peradilan pada tahun 1901 membawa dampak membatasi 
kekuasaan pengadilan di Kasunanan. Pelanggaran di daerah Imogiri atas saran 
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Sunan agar pengadilan Pradata Gede menangani pelanggaran yang terjadi di desa 
Imogiri dengan seorang Wisesa sebagai ketua pengadilan dibantu dua orang jaksa 
besar. Sebagai pengadilan tertinggi di Kasunanan pengadilan Pradata Gede 
memutuskan pelanggaran yang terjadi di Imogiri sebagai tindak kejahatan dan 
digolongkan sebagai  perkara perdata. Pelaksanaan sidang pengadilan Pradata 
Gede dalam perkara pelanggaran di Imogiri dilaksanakan di Baleharja Kepatihan. 
Sebelum sidang di mulai pengadilan Pradata Gedhe memberikan tugas kepada 
Patih dalem ketua pengadilan Pradata Kadipaten untuk memanggil abdi dalem 
serta Sentana dalem yang berpangkat sebagai orang yang berperkara untuk hadir 
dalam persidangan.149 
Pelaksanaan sidang perkara di daerah Enclave Kasunanan dilaksanakan 
pada hari Selasa dan Jumat karena pelanggaran yang terjadi di Imogiri 
digolongkan sebagai perkara kejahatan. Pemutusan hukuman dalam pelaksanaan 
pengadilan Pradata Gedhe dalam kasus pelanggaran di Imogiri digunakan Serat 
angger Gunung yang berisi tentang pasal-pasal perkara dan jenis hukuman sebagai 
pedoman dalam persidangan. Perkara kejahatan di desa Imogiri yang meliputi 
pembakaran rumah, perampokan, dan perusakan digolongkan sebagai tindak 
kriminal. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Panewu Gunung kepada 
seorang demang di desa Imogiri dalam sidang putusan pengadilan Pradata Gede 
menghasilkan putusan bahwa Panewu Gunung diberikan sanksi atas pelanggaran 
yang mengakibatkan sengketa antar desa. Sanksi tersebut meliputi denda ganti 
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kerugian yang disebabkan perselisihan antar desa tersebut. 150 Dalam sidang 
perkara di Imogiri Jaksa besar berkedudukan sebagai pemberi saran dan penasehat 
kepada majelis hakim setelah putusan pengadilan dikeluarkan kemudian Patih 
dalem mengirimkan laporan putusan kepada Residen yang kemudian ditelaah dan 
ditanda tangani.151 
Perkembangan selanjutnya setelah adanya kasus pelanggaran di daerah 
Enclave Kasunanan pemerintah Belanda memberikan saran kepada Residen 
Surakarta agar daerah Enclave Kasunanan yang berada di Kasultanan dijadikan 
wilayah hukum Kasunanan. Setelah tahun 1903 Residen Surakarta menetapkan 
penambahan wewenang kepada pengadilan Pradata Gedhe sebagai pengadilan 
tertinggi di Kasunanan agar menangani perkara pelanggaran di Enclave 
Kasunanan. Penetapan dari Residen tersebut berpengaruh bagi pengadilan Pradata 
karena setelah putusan tersebut keluar semua pemutusan perkara dalam 
pengadilan Pradata harus dilaksanakan dengan disetujui oleh pemerintah Belanda. 
Sejak tahun 1903 hal tersebut dipertegas lagi bahwa putusan semua perkara dan 
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F. Lembaga-lembaga  Peradilan Sesudah Reorganisasi Hukum Tahun 
1903 di Kasunanan 
 Perubahan-perubahan dalam tatanan hukum terutama dalam bidang 
peradilan di wilayah Kasunanan semakin berkembang dengan munculnya 
lembaga-lembaga pengadilan baru sesudah reorganisasi. Usaha pemerintah 
Belanda untuk menerapkan dasar hukum kolonial di dalam sistem peradilan 
daerah Swapraja membuahkan hasil. Masa reorganisasi hukum yang dilakukan 
oleh Pakubuwana X(1893-1939) atas saran Residen membawa perubahan dalam 
lembaga pengadilan di Kasunanan maupun di luar daerah Kasunanan. Pada tahun 
1901 pemerintah Belanda bersama Sunan melakukan perbaikan peradilan lembaga 
peradilan baru didirikan sedangkan lembaga peradilan lama kekuasaannya 
dibatasi. Penetapan pengadilan baru sebagai hasil dari reorganisai antara lain 
didirikannya Landraad, Rol Polisi, Raad Agama serta pengadilan khusus bagi 
orang Eropa yaitu, pengadilan Landsgerecht dan Raad Van Justitie.153 
1. Pengadilan Landraad 
 Landraad merupakan Majelis Kehakiman dan yang menjadi hakim dalam 
pengadilan ini adalah seorang ahli hukum. Landraad menangani pelanggaran 
yang dilakukan oleh Kawula di wilayah Ibu Kota dan di luar Ibu Kota Kasunanan. 
Hakim dalam Landraad dibantu dengan dua orang anggota  serta seorang 
panitera. Khusus untuk perkara pidana susunan dalam pengadilan Landraad akan 
ditambah dengan seorang Jaksa. Sedangkan untuk perkara perdata akan diadili 
oleh seorang hakim tunggal. Selain itu apabila terdakwa beragana Islam hakim 
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harus didampingi oleh seorang penghulu. Sementara apabila terdakwa beragama 
selain Islam harus didampingi oleh seorang yang relevan. Dalam menangani suatu 
perkara perdata pada tingkat pertama landraad akan mengadili gugatan yang 
mempunyai nilai sekurang-kurangnya f 50. Selanjutnya banding atas keputusan 
Landraad akan diupayakan ke Raad Van Justitie.154 
2. Rol Polisi 
 Rol Polisi merupakan badan peradilan yang didirikan sejak tahun 1903 
sebagai lembaga peradilan Gubernemen. Rol Polisi berwenang dalam menangani 
masalah pelanggaran kecil yang dilakuakan oleh Kawula maupun pihak 
Gubernemen. Penanganan urusan sipil bagi Rol Polisi sebagai pelaksanaan sistem 
hukum Gubernemen. Rol Polisi di Ketuai oleh seorang Asisten Residen dengan 
dasar hukum yang digunakan adalah Buku Undang-undang pelanggaran atau 
Strahvethcek dan peraturan Polisi atau Polisiereglement. Pelanggaran kecil dan 
urusan sipil yang bernilai F 50,- yang dilakukan oleh kawula Sunan di Ibu Kota 
akan ditangani oleh Rol Polisi. Apabila hasil putusan Rol Polisi tidak memuaskan 
dapat naik banding ke Landraad di Ibu Kota.155  
3. Raad Agama 
 Pengadilan ini merupakan peradilan Agama yang sebagai hasil 
reorganisasi peradilan oleh Gubernemen yang berwenang menangani masalah 
Agama. Sebelum adanya reorganisasi urusan Agama di tangani oleh Pengadilan 
Surambi di Ibu Kota dan di luar Ibu Kota Kasunanan yang menangani masalah 
warisan, cerai, dan pernikahan, namun setelah reorganisasi tahun1901 surambi di 
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luar Ibu Kota dihapuskan. Sebagai gantinya pemerintah Belanda mendirikan Raad 
Agama yang menangani urusan perkawinan, perceraian, dan warisan di luar Ibu 
Kota. Adapun yang menjadi hakim tunggal ialah seorang penghulu dibantu dua 
orang anggota. Kekuasaan Raad Agama hanya terbatas di luar Ibu Kota 
Kasunanan sedangkan urusan Agama di Ibu Kota Kasunanan masih ditangani oleh 
Pengadilan Surambi.156 
4. Landsgerecht  
 Jenis pengadilan ini berdiri pada tahun 1903 sebagai lembaga peradilan 
Gubernemen. Kewenangan dalam pengadilan ini diperuntukkan bagi semua 
golongan baik penduduk pribumi maupun non pribumi. Sementara kekuasaan 
wilayah hukumnya ditetapkan oleh putusan Gubernur Jenderal. Badan peradilan 
ini sebagai bandingan dalam pemutusan perkara dari pengadilan Landraad apabila 
kawula Sunan melakukan pelanggaran besar dan tidak puas dengan hasil landraad 
Ibu Kota maka Kawula berhak naik banding ke pengadilan Landsgerecht ini. 
Adapun hakim yang mengadili dalam pengadilan ini adalah seorang hakim tungal. 
Hakim dibantu oleh seorang Griffir sebagai panitera dalam persidangan 
Landsgerecht. Pada prinsipnya yang menjadi hakim dalam pengadilan ini adalah 
seorang ahli hukum serta kekuasaan mengadili landsgerecht hanya perkara pidana 
saja tanpa memandang golongan penduduk. Pada tingkat pertama dan tertinggi 
landsgerecht mengadili semua pelanggaran dan kejahatan yang ringan akan 
diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi f 
500.157 
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 Pengadilan ini merupakan pengadilan Kawedanan atau Distrik yang 
mempunyai wilayah hukum di daerah-daerah Kawedanan Surakarta. Adapun yang 
menjadi hakim tunggal ialah seorang Wedana dengan dibantu oleh beberapa 
pegawai bawahan yang ditetapkan oleh Residen. Kekuasaan mengadili dalam 
pengadilan ini hanya terbatas pada wilayah daerah-daerah Kasunanan. Anggota 
dan susunan personilnya ditetapkan oleh Residen setelah berkonsultasi dengan 
Bupati setempat. Districtsgerecht hanya mempunyai kekuasaan mengadili perkara 
antar orang pribumi untuk perkara pidana pelanggaran diancam hukuman denda 
tiga gulden sedangkan untuk perkara perdata hanya mengadili gugatan senilai dua 
puluh gulden. Upaya revisi putusan hukuman Districtsgerecht dapat naik banding 
ke pengadilan Kabupaten atau Regentschapsgerecht setempat.158 
6. Regentschapgerecht 
 Pengadilan ini merupakan pengadilan Kabupaten yang menangani masalah 
pelanggran besar dan kecil yang dilakukan Kawula bertempat tinggal di luar Ibu 
Kota Surakarta. Pengadilan ini didirikan bersamaan dengan pengadilan 
Gubernemen pada tahun 1903 setelah reorganisasi peradilan yang dilakukan 
Residen. Sistem pengadilan ini didasarkan pada hukum kolonial dan yang menjadi 
hakimnya adalah seorang Patih dengan beberapa bawahannya yang diangkat oleh 
Residen. Kekuasaan mengadili pengadilan regentschapsgerecht hanya pada 
pelanggaran yang dilakukan Kawula yang berada di luar Ibu Kota Kasunanan 
dengan ketentuan banding dari putusan dari Districgerecht yang ada di 
                                                 
158 Koerniatmo, op. cit., hal., 97. 
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lingkungan Kabupaten setempat. Perkara yang ditangani pengadilan 
Regentschapsgerecht hanya gugatan yang bernilai f 50 dan upaya naik banding 
dari hasil putusan pengadilan ini dapat diupayakan ke Landraad setempat.159 
7. Raad Van Justitie 
 Pengadilan ini merupakan pengadilan tinggi pemerintah Hindia-Belanda. 
Pengadilan ini sebagai bandingan seluruh putusan dari pengadilan di Kasunanan. 
Adapun hakim yang mengadili dalam pengadilan ini berupa sebuah Majelis yang 
terdiri atas seorang Ketua yang dijabat oleh seorang ahli hukum dengan dua orang 
anggota kemuadian ditambah dengan seorang Panitera. Raad Van Justitie pada 
hakekatnya merupakan pengadilan umum bagi orang Eropa, namun untuk semua 
perkara Raad Van Justitie juga mengadili semua golongan penduduk. Perkara 
perdata meliputi temuan barang di pantai dan di laut sedangkan perkara pidana 
yang ditangani menyangkut masalah perdagangan budak, kejahatan, pembunuhan, 
dan pembajakan. Raad Van Justitie merupakan pengadilan bandingan bagi semua 
putusan hukuman pengadilan di Kasunanan apabila Keluarga raja dan Kawula 
Sunan tidak puas dengan putusan pengadilan di Kasunanan terutama bandingan 
dari Landraad Ibu Kota. Raad Van Justitie  juga sebagai pengadilan tingkat 
pertama dan terakhir untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan peradilan 
Swapraja dengan Peradilan Gubernemen. Putusan banding yang di tangani akan 
diselesaikan Raad Van Justitie di Semarang.160 
 
 
                                                 
159 Ibid 
 






Sejak masa kerajaan Mataram telah diadakan pengadilan sebagai wujud 
penerapan hukum oleh seorang Raja. Seorang Raja berkewajiban memelihara 
ketertiban dan keamanan Kerajaan dan rakyatnya. Pada jaman Mataram 
penerapan pengadilan dipimpin oleh Raja sendiri yang didasarkan pada hukum 
Islam yang mengambil tempat persidangan di Serambi Masjid. Perkembangan 
selanjutnya sejak masa Mataram di Kartasura sampai pindahnya Kraton ke 
Surakarta telah terjadi perubahan peradilan. Kerajaan Kasunanan telah memiliki 
sebuah lembaga pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum bagi wilayahnya. 
Salah satunya ialah pengadilan Pradata yang merupakan pengadilan tertinggi yang 
menangani pelanggaran yang dilakukan Kawula di Kasunanan. Kewenangan 
pengadilan Pradata menyelesaikan dan memutuskan perkara kriminal misalnya 
pembunuhan. Pedoman yang digunakan adalah hukum Islam sebagai dasar hukum 
dalam pengadilan Pradata. Pengadilan Pradata berkembang sebagai pengadilan 
yang memutuskan perkara kejahatan terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwana 
IV(1788-1820) di mana dibentuk prajurit-prajurit pelaksana hukuman diantaranya 
Nirbaya, mertaulut, dan Singanagara. Prajurit tersebut bertugas melaksanakan 
hukuman kisas atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersangka. 
Susunan anggota dalam pengadilan Pradata ialah seorang Jaksa yang diangkat 
oleh Sunan. Urusan pelanggaran di wilayah Kasunanan pada masa Pakubuwana 
IV(1788-1820) ditangani oleh pengadilan Pradata. Peran pengadilan Pradata pada 
pelaksanaan sidang dilakukan di Paseban Pradatan tepatnya di sebelah Alun-alun 
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Utara sebelah Masjid. Dalam pelaksanaan sidang pengadilan Pradata diadakan 
pada hari Senin dan Kamis yang dihadiri oleh Sunan sebagai pengawas jalannya 
sidang. Pemutusan hukuman dalam pengadilan Pradata baru dapat dilaksanakan 
atas ijin Sunan. 
Selanjutnya sejak diberlakukannya hukum kolonial pengadilan Pradata 
mengalami perubahan-perubahan terutama dalam kekuasaan mengadili. Sistem 
peradilan di Kasunanan banyak mengalami perubahan akibat penetrasi pengaruh 
hukum kolonial Belanda yang sangat kuat. Hal tersebut terlihat pada masa 
penerintahan Pakubuwana VII(1830-1858) dibentuk pengadilan di daerah-daerah 
Kasunanan akibat ditanda tanganinya suatu perjanjian pada tahun 1847 antara 
Sunan dengan pemerintah Belanda sebelum Sunan naik tahta. Dalam perjanjian 
tersebut dinyatakan bahwa Sunan menyetujui perubahan peradilan yang akan 
diketuai oleh pemerintah Belanda. Perjanjian tahun1847 tersebut membawa 
dampak bagi pengadilan Pradata yang dibentuk di luar Ibu Kota Kasunanan. Hak 
kekuasaan mengadili bagi pengadilan Pradata dibatasi sesuai dengan pelanggaran 
yang dilakukan tersangka. Apabila pelanggaran dilakukan di dalam wilayah 
Kasunanan maka yang berwenang ialah pengadilan Pradata di Kasunanan dan 
apabila pelanggaran dilakukan di luar daerah maka yang berwenang ialah 
pengadilan Pradata di daerah luar Ibu Kota. Pembentukan Pengadilan Pradata di 
luar Ibu Kota Kasunanan antara lain di daerah Klaten, Ampel, Boyolali, 
Kartasura, dan Sragen. Pengadilan daerah tersebut diberi otonomi oleh Sunan atas 
saran Residen. Dibentuknya pengadilan di luar daerah tersebut bertujuan untuk 
membatasi kekuasaan pengadilan di Pusat serta menjaga keamanan di daerah-
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daerah. Dalam pelaksanan hukuman di pengadilan Pradata baru dapat 
dilaksanakan setelah hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Patih 
sebagai ketua yang diserahkan kepada Sunan kemudian dikirim ke Residen. 
Sebagai bentuk penerapan hukum kolonial mengenai soal waktu yang diberikan 
dalam pengadilan Pradata dalam perkara pidana maupun perdata selama tiga kali 
dua puluh empat jam. Pemberian hukuman mati baru dapat dilakukan setelah 
mendapat persetujuan dari Residen. 
 Pengadilan Pradata hingga masa reorganisasi di mulai pada awal 
pemerintahan Pakubuwana X(1893-1939) terjadi perubahan akibat pernyataan 
dalam Veklaring yang dibuat oleh Pemerintah Belanda yang meminta agar Sunan 
melakukan perubahan peradilan. Hal tersebut mengakibatkan pengadilan Pradata 
kekuasaannya sangat dibatasi karena banyak didirikan lembaga peradilan sesudah 
reorganisasi tahun 1901. Sebagai pelaksanaan reorganisasi mengenai tugas dan 
wewenang pengadilan Pradata serta pengangkatan pegawai pengadilan ditetapkan 
oleh Residen. Masa reorganisasi juga menetapkan pembagian pengadilan Pradata 
antara lain Pengadilan Pradata Gedhe, Pradata Kadipaten, dan Pradata Kabupaten. 
Pengadilan tersebut dibagi tugas dalam menangani masalah pelanggaran di Ibu 
Kota Kasunanan dan pelanggaran di luar Ibu Kota. Reorganisasi tahun 1901 juga 
menetapkan pembentukan kepolisian sebagai lembaga yang membantu 
penanganan kasus dalam pengadilan Pradata. Pada tahun 1901 pengadilan Prdata 
dapat menangani beberapa Kasus-kasus Kriminal yang sebagian besar terjadi di 
wilayah pedesaan Surakarta.  Kasus kriminal yang ditangani meliputi perampokan 
dan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum bandit. Setelah reorganisasi hukum 
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tahun 1903 pengadilan Pradata juga berhasil menangani pelanggaran di daerah 
Enclave kasunanan yang meliputi perang desa di Imogiri dan atas saran Residen 
daerah Enclave Kasunanan dijadikan wilayah hukum Surakarta. 
Perkembangan selanjutnya sesudah reorganisasi peradilan tahun 1901 
muncul beberapa lembaga pengadilan baru di wilayah Kasunanan dan pengadilan 
lama hak mengadili sangat dibatasi oleh Residen. Hasil reorganisasi pengadilan 
tersebut menetapkan pengadilan yang didirikan oleh Gubernemen antara lain 
Landraad, Rol Polisi, Rad Agama serta pengadilan khusus bagi orang Eropa yaitu 
Landsgerecht dan Raad Van Justitie. Penetapan pengadilan-pengadilan tersebut 
dilakukan oleh Residen dengan pertimbangan dari pemerintah Belanda di  pusat 
yang berada di Batavia. Pengaruh reorganisasi peradilan bagi Kasunanan ialah 
pembagian pengadilan bagi penduduk pribumi dengan penduduk Gubernemen 
serta Orang Eropa. Apabila pelanggaran dilakukan oleh penduduk pribumi akan 
ditangani oleh pengadilan Gubernemen yaitu Landraad. Kemudian pelanggaran 
yang dilakukan oleh orang dari pihak Gubernemen akan ditangani oleh 
Landsgerecht, sedangkan untuk pelanggaran yang dilakuakan oleh Orang Eropa 
akan ditangani Raad Van Justitie yang berada di Semarang. Pengadilan Raad Van 
Justitie juga merupakan pengadilan tertinggi Pemerintah Belanda yaitu sebagai 
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